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ABSTRAK 

MUTMAINNAH, Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Pada 

Baznas Kabupaten Sidrap (dibimbing oleh Damirah dan Andi Ayu Frihatni) 

 
PSAK 109 memiliki peran strategis dalam memberikan panduan kepada 

entitas pengelola dana keagamaan untuk menjalankan operasional dan pelaporan 
keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui Bentuk implementasi PSAK 109 dalam pengelolaan 
dana zakat oleh baznas Kabupaten Sidrap. tantangan dan kendala yang dihadapi serta 
dampak dari penerapan PSAK 109 terhadap transparansi pelaporan dana zakat oleh 
Baznas Kabupaten Sidrap. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis 
penelitian field research (penelitian lapangan). Dalam pengumpulan data penelitian 
ini menggunkan tiga metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun 
teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PSAK 109 dalam 
manajemen dana zakat Baznas Kabupaten Sidrap mencakup perencanaan, 
pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian dalam proses pengumpulan dan distribusi 
zakat. Kemudian tantangan dan hambatan Baznas Kabupaten Sidrap dalam 
menerapkan PSAK 109 yaitu, kendala teknis. dan administratif pada tahap awal, 
namun berhasil diatasi dengan bimbingan dan dukungan dari Baznas Pusat. Selain 
itu, tantangan lainnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar 
zakat. Dan dampak dari penerapan PSAK 109 terhadap transparansi pelaporan dana 
zakat oleh Baznas Kabupaten Sidrap adalah peningkatan integritas, transparansi, dan 
akuntabilitas seluruh proses pengelolaan zakat. Keterbatasan penelitian ini 
memberikan saran yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan terkait 
penerapan PSAK 109. Mengadakan program edukasi dan sosialisasi untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar zakat sesuai ajaran 
agama. Mempertahankan praktik dokumentasi dan publikasi kegiatan pendistribusian 
zakat untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Melakukan evaluasi berkala 
proses pengelolaan zakat sesuai standar PSAK 109. 
 

Kata Kunci: PSAK 109, Pengelolaan, Implementasi. 
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda. 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin: 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa Ts te dan sa ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ Ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Dzal Dz de dan zet ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ظ
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 Shad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 Za ẓ Zet (dengan titik dibawah ظ

 ain „ koma terbalik keatas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wau W We و

 Ha H Ha ىّ

 Hamzah   Apostrof ء

ً Ya Y Ye 

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.Jika 

terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‟). 

2. Vokal 

a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
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 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 Dhomma U U ا َ

b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ٌْ  Fathah dan Ya Ai a dan i ىَ

 Fathah dan Wau Au a dan u ىوَْ 

Contoh : 

َْفَ   Kaifa : كَ

 Haula : حَوْلَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat 

danHuruf 
Nama Hurufdan Tanda Nama 

 ىاَ / ىٌَ
Fathah dan Alif 

atau ya 
A a dan garis di atas 

 ٌْ  Kasrah dan Ya I i dan garis di atas ىِ

 Kasrah dan Wau U u dan garis di atas ىوُ

 

 

Contoh : 

 māta:  يات

 ramā :  ريي

 qīla :  لَم
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 yamūtu :  ًٍوت

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, 

transliterasinya adalah [t]. 

b. ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 

[h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh : 

 rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah :  رَوْضَةُ انجََُّةِ 

ٍُْةَُ انْفاَضِهةَِ  دِ ًَ  al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah :  انَْ

ةُ  ًَ  al-hikmah :   انَْحِكْ

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ّّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: 

َا   Rabbanā: رَبَُّ

ََُْا   Najjainā : َجََّ

  al-haqq : انَْحَك   

 al-hajj : انَْحَج   

 nuʻʻima : َعُْىَ  

 ʻaduwwun : عَدُو   
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Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ٌّ  :maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).Contoh ,(ىِ

  ٌ  ʻArabi (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby): عَرَبِ

  ٌ  ʻAli (bukan ʻAlyy atau ʻAly) : عَهِ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma‟arifah)لا

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh: 

صُ  ًْ  al-syamsu (bukan asy- syamsu) :  انَْشَ

نْسَنةَ  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  انَسَّ

طَفةَُ انفهَْ    : al-falsafah 

 al-bilādu :  انَْبلََِدُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak 

diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ٌَ  ta‟murūna :  تأَيُْرُوْ

 ‟al-nau :  انَُّوعُ 

ء   ٌْ  syai‟un :  شَ

 Umirtu :  أيُِرْتُ 
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8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dar Qur‟an), 

Sunnah.Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī ẓilāl al-qur‟an 

Al-sunnah qabl al-tadwin 

Al-ibārat bi „umum al-lafẓ lā bi khusus al-saBAB 

9. Lafẓ al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Contoh: 

ٍُ اللهِ دِ  ٍْ   Dīnullah    با الله billah 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةِ اللهِ  ًَ ٌْ رَحْ  Hum fī rahmatillāh   ْىُْ فِ

 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan 

Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan 
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untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf 

pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang 

(al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).  

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi„a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‟an 

Nasir al-Din al-Tusī 

Abū Nasr al-Farabi 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū 

al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) 

 

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd 

(bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū) 

 

B. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.    =  subḥānahū wa ta„āla 
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saw.    = ṣallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s.   =  „alaihi al- sallām 

H   =  Hijriah 

M    =  Masehi 

SM    =  Sebelum Masehi 

l.    =  Lahir tahun 

w.    =  Wafat tahun 

QS …/…: 4 =  QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ …, ayat 4 

HR    =  Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 صفحة =  ص

    بدوٌ = دو

  صهي الله عهَّ وضهى =  صهعى

 طبعة = ط

 بدوٌ َاشر = ىٍ

 إني آذرْا / إني آذرِ = اند

 جسء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu 

dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut: 

ed.   :  Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). 

Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau 

lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). 
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et al. :  “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis 

dengan huruf miring.Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-

kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. 

Cet.  :  Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. 

Terj. :  Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya 

terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya. 

Vol.  : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau 

ensiklopedi dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab 

biasanya digunakan kata juz. 

No  :  Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala 

seperti jurnal, majalah dan sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Zakat merupakan kewajiban keuangan dalam Islam yang diperintahkan 

kepada setiap Muslim, sesuai ajaran Al-Quran. Signifikansi zakat sebagai salah satu 

pilar Islam selalu ditekankan sejajar dengan pentingnya sholat, menunjukkan 

hubungan betapa pentingnya kedua perintah tersebut. Kedua aspek ini dianggap 

sebagai fondasi utama dalam kesempurnaan keislaman seseorang. Kewajiban 

menunaikan zakat dalam Islam didasarkan pada Al-Qur‟an dan Al-Hadist, dengan 

dalil-dalil yang jelas tentang pentingnya menunaikan zakat. Oleh sebab itu, penting 

bagi ummat Islam untuk memahami, menghitung serta membayar zakat dengan 

penuh keikhlasan dan kepatuhan terhadapat ajaran agama Islam.
1
 

Pentingnya zakat dijelaskan dalam beberapa dalil di dalam Al-Qur‟an yang 

mana menjelaskan bahwa zakat sama pentingnya dengan amalan sholat. Dikarenakan 

setiap adanya perintah untuk sholat pasti perintah untuk menunaikan zakat juga 

mengikut, hal inilah yang membuat menunaikan zakat sangat penting dan merupakan 

kewajiban bagi seluruh ummat Islam. Atas dasar kewajiban itulah pemerintah 

membentuk suatu lembaga resmi independen yang memiliki tugas untuk mengelola 

zakat di Indonesia yang mana lembaga tersebut dikenal dengan Baznas. 

Baznas merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional yang 

merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan 

Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001. BAZNAS memiliki tugas serta fungsi 

                                                           
 
1
 Amimah Oktarina, “Pengukuran Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi 

Bengkulu Dengan Pendekatan Maslahah Performa (MAP),” EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah 

Ekonomi Dan Bisnis 10, no. 1 (2022): h. 373–83. 
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untuk mengumpulkan dan mendistribusikan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) secara 

nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin 

memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam 

pengelolaan zakat di tingkat nasional. Di dalam undang-undang tersebut, BAZNAS 

diakui sebagai lembaga pemerintah yang tidak terstruktur, namun tetap mandiri dan 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama.
2
 

BAZNAS selaku mitra dari Pemerintah memiliki tanggung jawab utama 

dalam mengawasi pengelolaan zakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat 

Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. 

Tugasnya bersama Pemerintah adalah untuk memastikan bahwa zakat disalurkan 

dengan efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, guna 

memberikan manfaat yang maksimal kepada yang membutuhkan. Selain itu, 

BAZNAS juga memegang peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat 

akan pentingnya zakat sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan 

meningkatkan kesejahteraan umum. Melalui keterlibatannya yang aktif, BAZNAS 

berupaya untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa dana zakat 

disalurkan secara tepat dan bermanfaat bagi penerima manfaat, sejalan dengan nilai-

nilai yang diamanahkan oleh syariat Islam dan prinsip-prinsip keadilan sosial.
3
 

Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola 

zakat harus adanya laporan keuangan yang dapat dibaca jelas oleh publik yang 

bertujuan untuk memenuhi kewajiban syariah serta meningkatkan kepercayaan 
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masyarakat. Oleh karena itu, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan PSAK 

109, PSAK 109 merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang 

dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengenai akuntansi zakat, infak, 

dan sedekah. Standar ini bertujuan untuk menyeragamkan pencatatan pada lembaga 

pengelola zakat, sehingga laporan keuangannya dapat dibaca dan diawasi oleh publik. 

PSAK 109 juga bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi pengelola zakat telah 

menerapkan standar pelaporan yang sama dan sifatnya mengikat, serta untuk 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, 

dan sedekah.
4
 Berikut merupakan data pendistribusian zakat tahun 2021-2023 oleh 

Baznas Kabupaten Sidrap; 

Tabel 1. 1 Tabel Zakat Tahun 2021-2023 

Tahun Jumlah Zakat 

2021 Rp 1.738.073.085,00 

2022 Rp 2.028.057.500,00 

2023 Rp 2.976.343.425,00 

Sumber : BAZNAS Kabupaten Sidrap 

Baznas Kabupaten Sidrap sebagai salah satu lembaga pemerintah yang 

diberikan wewenang untuk mengelolah urusan ZIS yang mana salah satunya adalah 

dana zakat seharusnya ada transparansi dalam pengelolaannya, apalagi dana yang 

dikelola oleh Baznas Kabupaten Sidrap bukan jumlah yang sedikit. Sebagai contoh 

untuk pendistribusian Zakat tahun 2021 yaitu sebesar Rp 1.738.073.085,00,- 

kemudian pada pertahun 2022 mengalami peningkatan dengan jumlah zakat sebesar 
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Rp 2.028.057.500,00,- dan di tahun 2023 juga meningkat dengan jumlah 

pendistribusian zakat sebesar Rp 2.976.343.425,00,-. Dari Jumlah yang sangat 

banyak itu, dapat disimpulkan bahwa dana yang dikumpulkan dan dikelola oleh 

Baznas Kabupaten Sidrap tidak sedikit, sehingga perlu adanya keterbukaan dalam 

pengelolaanya agar dapat menimbulkan rasa kepercaan dari masyarakat kepada 

Baznas Kabupaten Sidrap yang mana hal tersebut dapat dilakukan dengan 

menggunakan standar yang telah ditapkan dalam PSAK 109,  

Berdasarkan hal tersebut di atas peneliti meneliti didasarkan pada beberapa 

alasan utama. Zakat adalah salah satu pilar utama dalam Islam yang diperintahkan 

bersama dengan sholat dalam Al-Qur'an, menunjukkan betapa pentingnya zakat 

dalam praktik keislaman. Kepatuhan dalam memahami, menghitung, dan membayar 

zakat dengan tulus sangat penting bagi umat Islam. Baznas, sebagai lembaga resmi 

yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia, bertanggung jawab untuk mengelola zakat 

secara nasional dengan efektif dan efisien sesuai prinsip syariat Islam. Transparansi 

dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat sangat diperlukan untuk menjaga 

kepercayaan publik. Oleh karena itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan 

PSAK 109 untuk menyeragamkan pencatatan dan pelaporan keuangan lembaga 

pengelola zakat, memudahkan pengawasan, dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat. PSAK 109 bertujuan untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan 

zakat. Penerapan standar ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat 

dan memastikan penyaluran dana yang tepat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, 

penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah Baznas Kabupaten Sidrap telah 

mengelola zakat sesuai ketetapan PSAK 109 pada Tahun Anggaran 2021-2023. 

Evaluasi ini penting untuk menilai kinerja Baznas Kabupaten Sidrap dalam hal 
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transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan efektivitas distribusi zakat dan kepercayaan masyarakat. Sehingga 

peneliti mengangkat judul “Implementasi Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan 

Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang 

diangkat pada penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana Bentuk Implementasi PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat 

Oleh Baznas Kabupaten Sidrap? 

2. Bagaimana Tantangan dan Kendala Yang Dihadapi Baznas Kabupaten Sidrap 

Dalam Menerapkan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat? 

3. Bagaimana Dampak Dari Penerapan PSAK 109 Terhadap Transparansi 

Pelaporan Dana Zakat Oleh Baznas Kabupaten Sidrap? 

C. Tujuan Penelitian  

 Melihat pokok permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengevaluasi Sejauh Mana Baznas Kabupaten Sidrap Menerapkan PSAK 109 

Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Mengidentifikasi Kepatuhan Terhadap Standar 

Akuntansi Syariah, Serta Mengidentifikasi Proses Implementasinya. 

2. Menganalisis Kendala Utama Yang Dihadapi Oleh Baznas Kabupaten Sidrap 

Dalam Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Untuk Dapat 

Membantu Memahami Faktor-faktor Yang Menghambat Implementasi Standar 

Akuntansi Syariah Dalam Praktiknya. 
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3. Mengukur Dampak Dari Penerapan PSAK 109 Terhadap Transparansi 

Pelaporan Dana Zakat Oleh Baznas Kabupaten Sidrap Dengan Menganalisis 

Efek Dari Penerapan Standar Akuntansi Syariah Terhadap Tingkat 

Kepercayaan Masyarakat Dan Transparansi Informasi Yang Disajikan Oleh 

Baznas. 

D. Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan 

secara praktis. 

Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

pengembangan teori akuntansi, khususnya dalam konteks pengelolaan dana 

zakat. Analisis mengenai implementasi PSAK 109 pada lembaga pengelola 

zakat dapat memberikan wawasan baru tentang penerapan standar akuntansi 

dalam organisasi nirlaba. 

b. Menambah pemahaman tentang bagaimana lembaga zakat mengelola dana 

mereka dan bagaimana standar akuntansi dapat diterapkan secara tepat 

dalam lingkungan yang spesifik ini. Hal ini dapat berkontribusi pada 

perkembangan ilmu pengetahuan terkait manajemen dana zakat dan 

akuntansi syariah. 

Secara Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Baznas Kabupaten Sidrap dalam 

meningkatkan efisiensi dalam mengelola dana zakat mereka. Melalui 

penerapan PSAK 109 yang tepat, diharapkan proses pengelolaan dana akan 

menjadi lebih terstruktur dan terukur. 
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b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan data data yang berguna bagi 

peningkatan laporan keuangan yang lebih terperinci dan mudah dipahami. 

Yang mana hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang 

menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Relevan 

Berdasarkan hasil penelitian pustaka, peneliti menemukan beberapa penelitian 

yang peneliti anggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung pada penelitian ini. 

Berdasarkan pada hasil-hasil tinjauan penelitian yang peneliti anggap berkaitan 

dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut : 

Pertama, Pengaruh Penerapan PSAK 109 dan Pengelolaan Zakat Terhadap 

Akuntabilitas Publik Oleh V .A. Rusdi. Pada penelitian ini V .A. Rusdi bertujuan 

untuk mengeksplorasi dampak yang ditimbulkan oleh penerapan PSAK 109 serta 

praktik pengelolaan zakat terhadap tingkat akuntabilitas lembaga pengelola zakat, 

terutama dalam konteks tanggung jawab kepada publik. Fokus utama penelitian ini 

adalah untuk menelaah sejauh mana implementasi PSAK 109, yang mengatur 

prinsip-prinsip akuntansi syariah, memengaruhi transparansi, keterbukaan, dan 

pertanggungjawaban lembaga zakat kepada masyarakat umum. Dalam mengaitkan 

pengelolaan zakat, penelitian ini juga bermaksud untuk menganalisis bagaimana cara 

pengelolaan dana zakat secara efektif dapat memperkuat proses akuntabilitas, baik 

dalam pengelolaan keuangan maupun pelaporan publik. Persamaan penelitian yang 

dilakukan oleh V .A. Rusdi dengan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti 

adalah keduanya sama sama mengambil dasar penelitian yang sama yaitu PSAK 109 

dan topik yang sama yaitu pengelolaan dana zakat. Adapun yang menjadi pembeda 

antara penelitian yang dilakukan oleh V. A. Rusdi dengan penelitian yang dilakukan 

oleh calon peneliti adalah terletak pada topik penelitiannya, dimana pada penelitian 

yang dilakukan oleh V.A. Rusdi membahasa tentang pengaruh dari penerapan PSAK 
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109 pada pengelolaan zakat, sedangkan pada penelitian calon peneliti membahas 

tentang penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakat.
5
 

Kedua, Analisi Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan 

Sedekah Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Majene Oleh Sitti Hadijah. Penelitian 

yang dilakukan oleh Sitti Khadija memiliki tujuan untuk dapat mengetahui 

bagaimana penerapan dari akuntansi zakat, infaq, serta sedekah berdasarkan PSAK 

109 kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene tahun 2014-

2016. Persamanaan penelitian yang dilakukan oleh Sitti Hadijah dengan penelitian 

yang dilakukan oleh calon peneliti adalah sama-sama menggunakan dasar kebijakan 

yang sama yaitu PSAK 109 serta terdapat pula kesamaan tempat meneliti yang baik 

penelitian yang dilakukan oleh Sitti Hadijah maupun oleh calon peneliti sama sama 

bertempat di BAZNAS. Adapun perbedaan yang antara penelitian yang dilakukan 

oleh calon peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitti Hadijah terletak pada 

topik utama pembahasan penelitian yang mana pada pelitian yang dilakukan oleh Sitti 

Hadijah topik utamanya berfokus pada analisa dari penerapan PSAK 109 tentang 

zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti 

mengangkat topik utama penelitian tentang penerapan dari PSAK 109 dalam hal 

pengelolaan zakat.
6
 

Ketiga, Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) di 

BAZNAS Kabupaten / Kota Se-Karesidenan  Surakarta Dengan Menggunakan 

Metode Data Envelopment Analysis DEA Oleh Azhar Alam. Penelitian yang 
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 V.A. Rusdi, “The Effect of the Application of Psak 109 and Management of Zakat On” 6 

(2020): h. 175–82. 
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(JEPA) 1, no. 2 (2019): h. 58–67. 



10 

 

 
 

dilakuakn oleh Azhar Alam bertujuan untuk mengukur dan menganalisis sebara 

efisien BAZNAS di wilayah Kabupaten/Kota Se-Karesidean Surakarta dengan 

menggunakan metode DEA (Data Envelopment Analysis). Yang mana hasil efisiensi 

menunjukkan BAZNAS kabupaten/kota mana yang efisien atau tidak efisien, serta 

menemukan sumber ketidak-efisienan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh 

calon peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhar Alam sama sama 

membahas tentang pengelolaan dana zakat, walaupun penelitian yang dilakukan oleh 

Azhar Alam lebih luas ikut membahas Infak serta sedekah, namun pada dasarnya 

pembahasannya sama yaitu membahasa tentang pengelolaan dana zakat. Adapun 

perbedaan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Azhar Alam adalah terletak pada masalah dari peneletiannya, yang 

mana pada penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti membahas penerapan PSAK 

109 dalam pengelolaan dana zakat sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Azhar Alam membahas tentang analisis dari efesiensi pengelolaan dana zakat infaq 

dan sedekah dengan menggunakan DEA.
7
 

Keempat, Implementasi Penerapan PSAK 109 Terhadap Akuntansi Zakat 

Infaq dan sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara Oleh Sudin Yamani. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sudin Yamani bertujuan untuk mengevaluasi praktik 

akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten 

Halmahera Utara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana yang dikelola 

oleh BAZNAS tercatat dan dilaporkan secara akurat sesuai dengan prinsip-prinsip 

akuntansi syariah, terutama PSAK 109. Evaluasi ini bertujuan untuk memeriksa 

                                                           
  
7
 Azhar Alam, “Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infak Sedekah (Zis) Di Baznas 

Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Surakarta Dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis 

DEA,” Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam 7, no. 2 (2018): h. 262–90. 
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apakah laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip syariah dalam 

penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah serta apakah proses pelaporan ini sejalan 

dengan standar akuntansi yang ditetapkan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

meskipun BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan pelaporan dana 

zakat, infak, dan sedekah, namun masih terdapat kesenjangan antara praktik yang ada 

dengan standar PSAK No. 109. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya 

manusia yang belum memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi zakat yang 

seharusnya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Persamaan penelitian calon peneliti 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudin Yamani adalah sama-sama 

menggunakan PSAK 109 sebagai dasar penelitian. Adapun perbedaan penelitian 

calon peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudin Yamani adalah tentang 

topik masalahnya yang mana pada penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti 

mengangkat topik masalah pada pengelolaan dana zakat sedangkan pada penelitian 

yang dilakukan oleh Sudin Yamani mengangkat masalah bagaimana implementasi 

dari penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan akuntansi zakat infak serta sedekah.
8
 

Kelima, Sistem Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman 

Barat Oleh M. Yarham. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh M. Yarham 

bertujuan untuk memahami sistem dari pengelolaan dana zakat di BAZNAS 

Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini melakukan deskripsi mengenai bagaimana 

pengelolaan dana zakat dilakukan melalui proses penghimpunan, pendistribusian, dan 

penggunaan dana zakat. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti 

dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Yarham adalah sama sama membahas 
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tentang pengelolaan dana zakat dalam topik utama masalah pada penelitian. 

Sedangkan perbedaan penelitian calon peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh 

M. Yarham terletak pada dasar dari penelitian yang mana pada pada penelitian yang 

dilakukan oleh calon peneliti mengangkat dasar PSAK 109 sebagai standar dari 

pengelolaan dana ZIS , sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh M. Yarham 

tidak menggunakan PSAK 109 seabagai standar dalam penelitiannya.
9
 

B. Tinjauan Teoritis 

1. Teori PSAK 109 

Teori PSAK 109 adalah sebuah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang 

dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), membentuk fondasi akuntansi 

yang terfokus pada manajemen dana zakat, infak, dan sedekah. Standar ini 

diperkenalkan dengan tujuan memberikan panduan yang jelas bagi entitas yang 

memegang tanggung jawab dalam mengelola dana keagamaan, termasuk lembaga 

seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan institusi keagamaan lainnya. 

PSAK 109 bertujuan utama untuk memastikan bahwa laporan keuangan dari 

entitas tersebut mencerminkan prinsip-prinsip akuntansi syariah dengan akurat dan 

komprehensif, sehingga menciptakan transparansi dan keandalan informasi 

keuangan dalam konteks pengelolaan dana keagamaan.
10

  

PSAK 109 memiliki cakupan yang menyeluruh, berlaku untuk seluruh 

entitas yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan 

sedekah. Prinsip utama yang ditekankan oleh PSAK 109 adalah pentingnya 
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pemisahan yang tegas antara dana keagamaan dan dana lainnya. Tindakan ini 

diimplementasikan dengan tujuan agar dana dapat diidentifikasi dan dilacak secara 

terpisah, menyediakan kejelasan yang optimal dalam penggunaan dan pelaporan 

dana keagamaan. Dengan demikian, PSAK 109 memberikan kerangka kerja yang 

jelas dan komprehensif untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam 

manajemen dana keagamaan. 

Pencatatan dalam transaksi, PSAK 109 memberikan penekanan khusus 

pada penggunaan prinsip akuntansi berbasis akrual. Transaksi dicatat pada saat 

terjadi, memastikan keakuratan pencatatan, bukan hanya pada saat dana diterima 

atau dikeluarkan. Metode pengukuran yang dapat digunakan, seperti nilai wajar 

dan biaya historis, diatur sesuai dengan kebijakan entitas dan karakteristik aset 

atau kewajiban yang terlibat. PSAK 109 juga menempatkan fokus pada 

pengungkapan informasi yang memadai. Standar ini menuntut transparansi yang 

mencukupi dan relevan dalam pelaporan keuangan, memberikan gambaran yang 

jelas tentang pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Prinsip-prinsip syariah 

juga menjadi perhatian utama, memastikan bahwa entitas beroperasi sesuai dengan 

nilai-nilai Islam.
11

 

PSAK 109 memiliki peran strategis dalam memberikan panduan kepada 

entitas pengelola dana keagamaan untuk menjalankan operasional dan pelaporan 

keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Standar ini juga 

bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada pihak yang berkepentingan 

mengenai kinerja dan ketaatan entitas terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah.
12
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Penggunaan teori PSAK 109 dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan fondasi yang kuat untuk mengkaji dan menerapkan prinsip-prinsip 

akuntansi syariah dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Teori ini 

menekankan perlunya pemisahan yang jelas antara dana keagamaan dan dana 

lainnya, serta pentingnya laporan keuangan yang transparan. Dengan memasukkan 

teori PSAK 109, saya berkomitmen untuk menyajikan informasi yang memadai 

dan terpercaya kepada pihak berkepentingan, dengan harapan dapat meningkatkan 

praktik akuntansi syariah dan pengelolaan dana keagamaan secara keseluruhan. 

Teori PSAK 109 mengatur tentang manajemen dana zakat dengan memuat:
13

 

a. Pedoman akuntansi yang harus dipatuhi dalam mengelola dana zakat. 

1) Pengenalan pendapatan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang 

umum diakui. 

2) Penentuan nilai dana zakat yang harus objektif dan bersih. 

3) Penyampaian laporan yang terperinci dan transparan tentang penggunaan 

dana zakat. 

4) Pengungkapan informasi yang relevan mengenai manajemen dana zakat, 

termasuk rincian program yang didanai, biaya administrasi, dan mekanisme 

pengawasan. 

5) Pemisahan antara dana zakat dan dana lainnya untuk memastikan kejelasan 

dan tanggung jawab yang terkait dengan penggunaan dana tersebut. 

b. Pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan transaksi terkait 

dengan pengelolaan dana zakat. 

1) Pengakuan  

                                                           
13

 Jamaluddin Majid, Ambo Asse, and Fajrin F Fatimah, „PSAK 109: Upaya Mewujudkan Good Zakat 

Governance BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan‟, Laa Maisyir, 1 (2020), h. 16. 
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Segala transaksi terkait dengan dana zakat harus diakui sesuai dengan 

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, termasuk pengenalan 

pendapatan zakat dan pengeluaran yang terkait dengan program-program 

zakat. 

2) Pengukuran 

Penilaian dana zakat harus dilakukan secara hati-hati dan objektif. Ini bisa 

mencakup pengukuran nilai zakat yang diterima dan digunakan, serta nilai 

dari aset atau kewajiban terkait dengan pengelolaan dana zakat. 

3) Pelaporan 

Laporan keuangan harus mencakup informasi yang relevan mengenai 

pengelolaan dana zakat, seperti pendapatan zakat, pengeluaran untuk 

program-program zakat, biaya administrasi, dan lain-lain. Laporan tersebut 

harus dipersiapkan sesuai dengan format dan standar yang telah ditentukan. 

4) Pengungkapan 

Organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana zakat harus 

memberikan pengungkapan yang memadai mengenai kebijakan, prosedur, 

dan praktik pengelolaan dana zakat. Ini termasuk informasi tentang tujuan 

dana zakat, kegiatan yang didukung, kebijakan investasi, biaya 

administrasi, dan mekanisme pengawasan. Pengungkapan yang tepat 

sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan dana zakat. 
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c. Langkah-langkah pengelolaan dana zakat, termasuk pencatatan, pelaporan, 

dan pengawasan. 

1) Pembukuan 

Merinci dan mencatat setiap transaksi terkait dengan dana zakat dengan 

teliti dan tepat. Ini termasuk merekam penerimaan pendapatan zakat, 

pengeluaran untuk program-program zakat, biaya administrasi, dan lain-

lain. 

2) Pelaporan 

Menyiapkan laporan keuangan yang akurat untuk mencerminkan kondisi 

keuangan dan penggunaan dana zakat. Laporan ini harus secara berkala 

disampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, seperti 

donatur, badan pengawas, atau masyarakat umum. 

3) Pengawasan 

Melakukan pengawasan secara teratur untuk memastikan bahwa dana zakat 

digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini bisa 

mencakup audit internal atau eksternal, serta memantau pelaksanaan 

program-program zakat yang didanai. 

d. Tanggung jawab pengelola dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana 

zakat. 

1) Penggunaan yang Tepat 

Para pengelola dana zakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan 

penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk 

membantu individu yang membutuhkan sesuai dengan prinsip-prinsip 

Islam. 
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2) Transparansi 

Para pengelola harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka 

mengenai penggunaan dana zakat kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, seperti donatur, lembaga pengawas, atau masyarakat 

umum. Ini meliputi pelaporan berkala tentang pendapatan zakat, 

pengeluaran untuk program-program zakat, biaya administrasi, dan lainnya. 

3) Akuntabilitas 

Para pengelola dana zakat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 

setiap penggunaan dana zakat dilakukan dengan benar dan sesuai dengan 

prosedur yang telah ditetapkan. Mereka juga harus siap untuk memberikan 

pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan. 

4) Prinsip-prinsip Etika 

Para pengelola dana zakat harus menjalankan tugas mereka dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip etika Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan 

kasih sayang terhadap individu yang membutuhkan. 

e. Prinsip-prinsip etika yang harus diterapkan dalam mengelola dana zakat. 

1) Keadilan 

Menjamin distribusi dana zakat kepada individu yang membutuhkan 

dilakukan secara adil, tanpa memihak atau melakukan diskriminasi. 

2) Integritas 

Mengelola dana zakat dengan kejujuran dan integritas, mulai dari 

pengumpulan, penggunaan, hingga pelaporan dana tersebut. 
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3) Transparansi 

Memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana 

zakat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga mereka dapat 

memahami bagaimana dana tersebut digunakan. 

4) Akuntabilitas 

Bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan terkait dengan 

pengelolaan dana zakat, serta siap memberikan pertanggungjawaban 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

5) Kemurahan Hati 

Mengelola dana zakat dengan kasih sayang dan empati terhadap individu 

yang membutuhkan, serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan 

untuk membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. 

2. Teori Pengelolaan Dana Zakat 

Pengelolaan dana zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, pengoordinasi, serta pengendalian dalam penghimpunan dan 

pendistribusian dana zakat.
14

 Pentingnya teori ini ditegaskan dalam regulasi di 

Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang 

memberikan mandat untuk mengatur pengelolaan zakat secara komprehensif dan 

terkoordinasi di tingkat nasional. Dengan demikian, teori ini tidak hanya 

mencerminkan prinsip-prinsip akuntansi syariah, tetapi juga merangkum kerangka 

kerja hukum yang mengarah pada pengelolaan dana zakat yang efektif dan terpadu 

di Indonesia. Teori pengelolaan dana zakat merupakan landasan konseptual yang 
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memberikan pedoman dalam pengaturan, penghimpunan, distribusi, dan 

pengelolaan secara keseluruhan terhadap dana zakat. Pertama, teori ini 

memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah yang 

harus diikuti dalam pengelolaan dana zakat. Dalam konteks ini, aspek pemisahan 

antara dana zakat dengan dana-dana lainnya, serta penggunaan metode pencatatan 

yang sesuai dengan prinsip syariah, menjadi fokus utama.
15

 

Teori ini menyoroti pentingnya transparansi dalam laporan keuangan dana 

zakat. Informasi yang jelas dan terbuka akan memberikan kepercayaan kepada 

masyarakat dan pihak berkepentingan terkait dengan pengelolaan dana zakat. 

Prinsip-prinsip dalam teori pengelolaan dana zakat menegaskan perlunya 

memberikan akses yang mudah dan komprehensif terhadap informasi keuangan. 

Teori ini juga menekankan aspek distribusi dana zakat yang efektif dan adil. 

Pengelolaan yang baik harus memastikan bahwa zakat disalurkan kepada mereka 

yang berhak secara proporsional, mengacu pada konsep ashab al-furudh. Dengan 

mengikuti teori pengelolaan dana zakat, lembaga pengelola zakat diharapkan dapat 

mencapai tujuan distribusi yang lebih efisien dan memberikan dampak sosial yang 

maksimal.
16

 

Teori pengelolaan dana zakat dalam konteks akuntansi syariah menyoroti 

pentingnya menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan hukum Islam. 

Hal ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap kaidah-kaidah akuntansi 

syariah yang mengatur setiap tahapan pengelolaan dana zakat, termasuk ketika 

melibatkan investasi atau pengelolaan keuangan yang lebih kompleks. Teori ini 
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16

 Nasrun Haroen, Pengelolaan Zakat (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008). 
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memberikan dasar untuk melihat dampak pengelolaan dana zakat terhadap 

pemberdayaan mustahik dan masyarakat secara umum. Dengan memastikan 

bahwa dana zakat disalurkan dengan tepat dan efisien, diharapkan teori ini dapat 

membantu menciptakan perubahan positif dalam kondisi ekonomi dan sosial 

mustahik serta komunitas yang menerima manfaat dari dana zakat tersebut.
17

 

Tujuan menggunakan teori pengelolaan dana zakat dalam skripsi ini adalah 

untuk menyediakan dasar konseptual yang kuat dan merinci prinsip-prinsip yang 

mendasari pengelolaan dana zakat sesuai dengan standar akuntansi syariah, 

khususnya PSAK 109. Dengan menggunakan teori ini, penelitian bertujuan 

menganalisis dan mengevaluasi praktik pengelolaan dana zakat oleh Baznas 

Kabupaten Sidrap, dengan fokus pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan 

efektivitas. 

3. Akuntansi Syariah 

1. Pengertian Akuntansi Syariah 

Akuntansi adalah proses pengukuran, penjabaran, atau 

pemberian kepastian mengenai informasi yang berguna bagi manajer, 

investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan lainnya dalam membuat 

alokasi sumber daya di perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah.
18

 

Islam merupakan sistem nilai, tata cara, dan praktik hidup. Nilai-

nilai Islam mengatur dan membatasi tindakan manusia dengan tujuan 

untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua makhluk di 

dunia dan akhirat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis 
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harus menjadi pedoman dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik, 

pertahanan, sosial, hukum, dan ekonomi. Oleh karena itu, akuntansi juga 

harus disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah Islam. Hadjisarosa 

menyatakan bahwa sesuatu (seperti ekonomi/akuntansi) akan dianggap 

syariah setelah dikenal secara benar dan utuh sesuai dengan hukum-

hukumnya. 

Akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang mengikuti 

aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Informasi yang disajikan 

oleh akuntansi syariah dalam pelaporan mencakup data finansial dan 

aktivitas perusahaan yang sesuai dengan syariah, serta tujuan sosial yang 

tidak dapat dipisahkan dari Islam, seperti kewajiban membayar zakat. 

Akuntansi syariah berorientasi pada aspek sosial, bukan hanya 

sebagai alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi dalam ukuran 

moneter, tetapi juga untuk menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi 

berlangsung dalam masyarakat Islam. Akuntansi syariah mencakup isu-isu 

yang tidak dipertimbangkan oleh akuntansi konvensional, seperti 

pertanggungjawaban perilaku manusia di hari kiamat.
19

 Akuntansi 

dianggap sebagai salah satu bentuk hisab, yaitu menganjurkan yang baik 

dan melarang yang buruk. 

Tujuan akuntansi syariah berdasarkan pada tujuan ekonomi 

Islam, yaitu pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, bukan 

hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Islam menyediakan 

mekanisme untuk pemerataan kesejahteraan melalui sistem zakat dan 
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sistem tanpa bunga.
20

 Tujuan akuntansi syariah adalah mewujudkan 

kecintaan utama kepada Allah SWT dengan melaksanakan akuntabilitas 

ketundukan dan kreativitas dalam transaksi, kejadian ekonomi, serta 

proses produksi dalam organisasi, dengan penyampaian informasi yang 

bersifat material, batin, dan spiritual, sesuai dengan nilai-nilai akuntansi 

syariah Islam dan tujuan syariah. Secara umum, tujuan akuntansi syariah 

meliputi: 

a. Membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (Al Falah). 

b. Mengenal sepenuhnya kewajiban kepada tuhan Yang Maha 

Esa,Masyarakat, individu sehubung dengan pihakpihak yang terkait 

pada aktivitas ekonomi yang akuntan, auditor, manajer, pemilik, 

pemerintah sebagai bentuk ibadah.
21 

2. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah 

a. Pertanggungjawaban (Accounting) 

Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep 

amanah. Bagi kaum Muslim, amanah adalah tanggung jawab yang 

diberikan oleh Tuhan sejak dalam kandungan. Banyak ayat Al-Quran 

yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban manusia sebagai 

pelaku amanah Allah di bumi. Dalam bisnis dan akuntansi, ini berarti 

individu harus selalu mempertanggungjawabkan apa yang telah 

mereka lakukan kepada pihak-pihak terkait. 
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 Hendra Harmain, Anggriyani, dkk, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Medan: 

Madenatera,2019), hal 8-9. 



23 

 

 
 

b. Keadilan 

Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 menekankan prinsip 

keadilan, yang merupakan nilai penting dalam etika sosial dan bisnis, 

serta merupakan sifat alami manusia. Ini berarti manusia memiliki 

kapasitas dan energi untuk berlaku adil dalam setiap aspek kehidupan. 

c. Kebenaran 

Kebenaran menciptakan nilai keadilan dalam pengakuan, 

pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi. Dalam akuntansi Islam, 

nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan harus diterapkan dalam 

praktik akuntansi.
22

 

Muhammad Akram Khan (dalam Harahap, 2014: 69) merumuskan 

sifat akuntansi syariah sebagai berikut: 

a. Penentuan laba rugi yang tepat 

Penentuan laba rugi bersifat subjektif dan bergantung pada 

nilai-nilai tertentu. Kehati-hatian diperlukan agar hasilnya bijaksana 

dan sesuai dengan syariah, sehingga kepentingan semua pihak 

terjamin. 

b. Mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan 

Sistem akuntansi harus menyediakan standar berdasarkan 

hukum syariah untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti 

kebijakan yang baik. 
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c. Ketaatan pada hukum syariah 

Setiap aktivitas unit ekonomi harus dinilai halal atau 

haramnya. Faktor ekonomi tidak boleh menjadi alasan utama untuk 

menentukan kelanjutan suatu organisasi. 

d. Keterikatan pada keadilan 

Karena tujuan utama syariah adalah penerapan keadilan dalam 

masyarakat, informasi akuntansi harus mampu melaporkan dan 

mencegah kegiatan atau keputusan yang menambah ketidakadilan. 

e. Pelaporan yang baik 

Perusahaan harus bertanggung jawab kepada masyarakat 

secara keseluruhan. Nilai sosial ekonomi Islam harus diikuti. 

Informasi akuntansi harus mampu melaporkan hal ini dengan baik. 

f. Perubahan dalam praktik akuntansi 

Peran akuntansi dalam kerangka Islam memerlukan perubahan 

yang cepat dan sesuai dalam praktik akuntansi saat ini. Akuntansi 

harus dapat menyusun saran yang tepat untuk mengikuti perubahan 

ini.
23

 

3. Pengguna Informasi Akuntansi dalam Lembaga Amil Zakat 

Ada dua kelompok yang menggunakan informasi akuntansi, 

yaitu pihak internal dan pihak eksternal lembaga. Pihak-pihak tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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a. Pimpinan lembaga atau ketua yayasan 

Informasi akuntansi sangat penting bagi pimpinan atau ketua 

yayasan untuk membuat kebijakan di masa depan. 

b. Para pegawai 

Informasi ini berguna untuk menilai perkembangan lembaga, 

yang terkait dengan penghasilan mereka serta sebagai bahan evaluasi 

kinerja. Kemajuan lembaga menunjukkan kualitas kinerja pegawai 

yang baik. 

c. Muzakki atau donator 

Informasi ini memberikan jaminan atau kepercayaan bagi 

muzakki untuk memutuskan apakah lembaga dapat dipercaya dalam 

mengelola pembayaran zakat mereka. 

d. Pemerintah 

Informasi ini dapat dijadikan acuan bahwa lembaga dipercaya 

oleh masyarakat dalam mengelola zakat, sehingga layak diberikan 

surat izin yang legal. 

e. Masyarakat 

Informasi ini memberikan panduan kepada masyarakat untuk 

menyalurkan zakat dan merasa tenang saat menerima bantuan dari 

lembaga karena dana berasal dari sumber yang halal. 

4. Akuntansi Zakat 

Standar akuntansi zakat memiliki aturan tersendiri yang 

disesuaikan dengan sifat zakat, di mana penilaian harta dan 

pengukurannya mengikuti prinsip tertentu. Secara umum, standar 
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akuntansi zakat mencakup penilaian berdasarkan harga pasar saat ini, 

aturan satu tahun, kekayaan/aset, pengecualian aktiva tetap dari zakat, dan 

nishab. Transaksi zakat meliputi zakat, infaq, dan sedekah. 

Banyak orang berpendapat bahwa salah satu fungsi utama 

akuntansi Islam adalah untuk mengelola zakat, bahkan ada yang 

menganggap akuntansi Islam hanya berfokus pada penghitungan zakat. 

Namun, akuntansi Islam jauh lebih luas karena juga merupakan bagian 

dari sistem sosial umat, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan 

sesuai syariat dan norma-norma Islam. 

Para ahli syariah Islam dan akuntansi perlu mencari dasar untuk 

penerapan dan pengembangan yang berbeda dari standar akuntansi bank 

dan lembaga konvensional yang sudah ada. Standar akuntansi tersebut 

menjadi kunci sukses bagi badan pengelola zakat dalam melayani 

masyarakat. Oleh karena itu, badan pengelola zakat harus dapat 

menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para 

pengguna, namun tetap dalam konteks syariah Islam. 

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam 

laporan keuangan mereka. Agar dapat diakui sebagai organisasi resmi, 

lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap 

diaudit oleh akuntan publik. Ini menunjukkan pentingnya standar 

akuntansi zakat. Dalam PSAK 109, akuntansi zakat bertujuan untuk 

mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi 

zakat, infaq, dan sedekah. 
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4. Implementasi 

Implementasi menurut kamus Webster diartikan sebagai toprovide the 

means for carrying out ( menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to 

give practical effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).
24

 

Implementasi adalah proses penerapan ide, konsep dan kebijakan atau 

inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa 

perubahan, pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai-nilaidan sikap. Implementasi 

bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan terrencana dan dilakukan secara 

sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan 

kegiatan oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh 

objek brikutnya. Implementasi dalam kegiatan belajar mengajar dalam dunia 

pendidikanakan dapat berlangsung efektif dan efesien apabila didukung oleh 

sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah. Selain itu 

dibutuhkan dana yang cukup agar sekolah mampu mengaji staf sesuai dengan 

fungsinya sarana prasarana yang memadai untuk pendukung proses belajar 

mengajar, serta dukungan masyarakat (orang tua) yang tinggi.
25

 

Menurut Grindel bahwa implementasi kebijakan sesunguhnya tidak hanya 

terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin 

melalui saluran birokrasi, tetapi berkaitan dengan masalah konflik, yaitu siapa 

memperoleh apa dalam suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan 

sesuatu yang sangat penting, kemungkinan jauh lebih penting dari pada pembuatan 

kebijakan. 
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Menurut van meter dan Van Horn bahwa implementasi kebijakan sebagai 

keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok 

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang 

telah ditentukan, yaitu tindakantindakan yang merupakan usaha sesaat untuk 

mentranformasikan keputusan ke dalam istilah operasional ataupun usaha 

berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh 

keputusan-keputusan kebijakan. Dengan enam Variabel: standar dan tujuan 

kebijakan, sumber daya, komunikasi interorganisasi dan aktivitas pengukuhan, 

karakteristik agen pelaksanaan, kondisi sosial (ekonomi, politik dan karakter 

pelaksanaan). 

Menurut Charles O.Jones dalam kutipan bukunya Arif Rohman, 2009, 

yang mendasari diri pada konsepsi aktivitas fungsional berpendapat bahwa 

implementasi adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengorasikan 

sebuah program. Ada tiga pilar aktivitas dalam mengoprasikan program tersebut, 

yaitu: a). Pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, 

unit-unit, serta metode untuk menjalankan program agar dapat berjalan. b). 

Interprestasi, yaitu aktivitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan 

pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. c). Aplikasi, yaitu 

berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainya 

yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.
26

 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi kebijakan merupakan cara untuk melaksanakan suatu kebijakan agar 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
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C. Kerangka Konseptual 

1. Penerapan PSAK 109 

Menurut KBBI penerapan merupakan proses, cara, maupun perbuatan 

menerapkan.
27

 Penerapan juga dapat diartikan sebagai tahapan krusial dalam 

mengubah suatu konsep atau teori menjadi tindakan konkret dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal ini melibatkan upaya sungguh-sungguh untuk mengintegrasikan 

suatu ide atau sistem ke dalam praktik nyata. Dalam berbagai konteks, penerapan 

dapat merujuk pada berbagai hal, seperti menerapkan teori ilmiah dalam 

eksperimen laboratorium, mengadopsi metode manajemen baru dalam dunia 

bisnis, atau bahkan mengimplementasikan strategi kesehatan dalam kehidupan 

sehari-hari.
28

 Sedangkan PSAK 109 sendiri merupakan sebuah standar akuntansi 

keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar ini mengatur tentang akuntansi zakat, 

infak, sedekah, dan wakaf.
29

 

PSAK 109 memberikan panduan tentang pengakuan, pengukuran, 

penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan yang terkait dengan zakat, infak, 

sedekah, dan wakaf dalam laporan keuangan entitas. Tujuannya adalah untuk 

memastikan bahwa entitas yang menerapkannya dapat menyajikan informasi 

keuangan terkait transaksi tersebut secara relevan dan dapat diandalkan. Sehingga 
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bisa disimpulkan Penerapan PSAK 109 merupakan sebuah sebuah proses untuk 

menjalankan standar dalam pengelolaan akuntansi zakat, infak, serta sedekah.
30

 

2. Pengelolaan  

Pengelolaan atau manajemen adalah suatu proses yang meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya 

organisasi atau kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut beberapa ahli, pengelolaan juga berarti mengatur atau menangani suatu 

kegiatan dengan baik guna mendapatkan hasil yang terbaik. Istilah manajemen 

berasal dari kata kerja "to manage" yang berarti menangani atau mengatur. Dalam 

pengertian umum, pengelolaan atau manajemen adalah pengaturan atau penataan 

suatu kegiatan. Meskipun para ahli manajemen mengemukakan pendapat yang 

berbeda-beda, pada dasarnya pengelolaan mempunyai arti yang sama yaitu 

mengarahkan sesuatu dalam mencapai suatu tujuan. Pengelolaan juga meliputi 

fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, 

dan pengawasan.
31

 

Kamus lengkap bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pengelolaan 

merupakan sebuah proses atau cara pengelolaan atau proses untuk melakukan 

suatu kegiatan tertentu dengan mengerahkan kekuatan orang lain, proses yang 

membantu untuk merumuskan kebijakan dan tujuan dari organisasi atau proses 

yang memberikan pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam 

pelaksanaan kebijaksanaa dan pencapaian tujuan.
32

 pengelolaan merupakan suatu 
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bentuk kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan 

terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
33

 

Menurut beberapa ahli, pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan 

pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai atau 

menyelesaikan tujuan tertentu. Menurut George R. Terry, pengelolaan adalah 

pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat 

diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Soekanto, 

pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, 

pengaturan, pengawasan, penggerak, sampai dengan proses terwujudnya. 

Pengelolaan juga memiliki asas-asas yang harus diperhatikan, seperti asas tata 

kelola pemerintah yang baik, asas otonomi daerah, dan asas partisipasi 

masyarakat. Asas tata kelola pemerintah yang baik adalah sebuah pengelolaan 

yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam tata-tata pengelolaannya yang 

transparan dan efisien. Asas otonomi daerah baik itu pemerintah pusat maupun 

daerah mengurus sendiri serta memperhatikan keanekaragaman daerah dalam 

sebuah persatuan republik Indonesia. Sedangkan asas partisipasi masyarakat 

adalah suatu pengelolaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam 

pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.
34

 

3. Zakat 

Zakat, sebagai salah satu dari lima pilar utama dalam ajaran Islam, 

memiliki kedalaman makna yang tidak hanya terbatas pada aspek keuangan 
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semata. Selain menjadi kewajiban keuangan yang ditujukan kepada umat Muslim 

yang mampu, zakat juga memiliki dimensi spiritual yang kuat. Prinsip-prinsip 

zakat membimbing umat Islam untuk membersihkan harta mereka dari sifat-sifat 

negatif seperti kekikiran, keserakahan, dan egoisme yang dapat menghalangi 

keberkahan dalam kehidupan mereka Lebih dari sekadar kewajiban keuangan, 

zakat di dalam Islam dianggap sebagai sebuah bentuk ibadah yang bersifat sosial, 

ekonomi, dan spiritual. Dalam melakukan pembayaran zakat, umat Muslim 

berkontribusi secara langsung pada upaya mengurangi kesenjangan sosial yang 

ada serta membantu mereka yang membutuhkan. Hal ini mencerminkan esensi 

dari ajaran Islam yang mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan 

kepedulian terhadap sesama ummat manusia. 

Lebih jauh lagi, zakat memegang peran penting dalam mendekatkan umat 

Muslim kepada Allah SWT. Melalui pembayaran zakat, umat Muslim 

menjalankan perintah agama serta mendapatkan pahala dan keberkahan dari-Nya. 

Konsep zakat tidak hanya berkaitan dengan aspek materi, tetapi juga berhubungan 

dengan pertumbuhan jiwa dan kesucian hati. Makna "zaka" yang berasal dari akar 

kata yang berarti suci, baik, berkah, pertumbuhan, dan perkembangan, menjadi inti 

dari filosofi zakat yang mengajarkan pemurnian jiwa dan pertumbuhan kebaikan 

dalam diri umat Islam. Dengan demikian, zakat tidak hanya sekadar kewajiban 

keuangan, tetapi juga merupakan perwujudan dari ajaran Islam yang mengajarkan 

tentang kepedulian sosial, spiritualitas, dan pemurnian hati serta harta untuk 

mencapai keberkahan dan kebaikan yang lebih luas dalam kehidupan sehari-hari.
35
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Baznas mengelola beberapa jenis zakat yang mencakup: 

1. Zakat Mal 

Zakat yang dikenakan pada harta kekayaan yang telah mencapai nisab (batas 

minimum) dan haul (masa satu tahun). Ini termasuk harta seperti uang tunai, 

emas, perak, saham, properti, dan lain-lain. 

2. Zakat Fitrah 

Zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap individu Muslim pada bulan 

Ramadan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Zakat fitrah ini membantu 

masyarakat yang membutuhkan untuk memperoleh makanan dan kebutuhan 

pokok selama bulan Ramadan. 

3. Zakat Profesi 

Zakat yang dikenakan pada pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari 

pekerjaan atau profesi tertentu. Zakat ini dihitung berdasarkan pendapatan 

yang diperoleh individu atau bisnis dari kegiatan tertentu. 

4. Zakat Emas dan Perak 

Zakat yang dikenakan pada emas dan perak yang dimiliki dan telah mencapai 

nisab serta haul. Dana dari zakat ini digunakan untuk membantu masyarakat 

yang membutuhkan. 

5. Zakat Lainnya 

Baznas juga dapat mengelola jenis zakat lainnya yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, seperti zakat pertanian, zakat ternak, atau zakat profesi 

khusus.
36
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D. Kerangka Pikir 

Karangka pikir merupakan sebuah gambaran suatu konsep yang di dalamnya 

menjelaskan tentang hubungan anatara variabel yang satu dengan variabel yang lain. 

Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan 

agar lebih mudah dipahami.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah untuk dapat memperoleh suatu pengetahuan dengan 

menggunakan onbsevasi untuk mengembangkan hipotesis, kemudian hipotesis 

tersebut digunakan untuk membuat suatu prediksi logis yang dapat diuji secara 

empiris dengan melakukan observasi tambahan yang sistematis. Biasanya observasi 

baru akan menghasilkan hipotesis baru, dan siklus ini akan terus berlanjut. Sehingga 

bisa diartikan bahwa metode penelitian adalah suatu kondisi yang dirancang secara 

seksama dengan tujuan untuk melakukan pengumpulan dan analisis data yang 

bertujuan untuk menggabungkan tujuan penelitian, proses, serta tetap memperhatikan 

kemampuan peneliti.
37

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Yang dapat memungkinkan untuk mengetahui secara lebih mendalam 

dan detail, tentang bagaimana suatu proses implementasi dari suatu kebijakan 

dilakukan, faktor-faktor apa yang mempengaruhi, dan dampak yang dihasilkan 

dari kebijakan tersebut. Pendekatan kualitatif dapat memungkinkan untuk 

menjelajahi beberapa aspek-aspek yang lebih mendalam serta kompleks dari suatu 

implementasi kebiajakan, memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan 

mendalam tentang bagaimana suatu proses ini berlangsung di lapangan. Atau 

sederhananya penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang mana penelitian 
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lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk dapat melihat lebih dalam 

tentang suatu unit sosial yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran 

yang tertata dengan baik yang sempurna.
38

 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang mana penelitian 

kualitatif adalah jenis penelitian yang mendalam dan detail, yang bertujuan untuk 

memahami makna dan proses di balik fenomena yang diamati. Fokusnya bukan 

hanya pada angka-angka, melainkan juga pada wawasan, pandangan, dan 

pengalaman individu. Metode pengumpulan data yang umum digunakan meliputi 

wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian kualitatif sering kali 

diinterpretasikan dalam bentuk tema atau cerita, yang memungkinkan peneliti 

untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang 

diteliti.
39

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Sidrap Jalan H. Usman Balo,No. 1 Kelurahan Lakessi, 

Kecamatan Maritenggae selaku penyelenggara pengumpulan Zakat. 
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2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan 20 

Juni 2024. 

C. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus kepada Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan 

Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data kualitatif yang 

berarti data tersebut berbentuk beberapa kata-kata yang merupakan narasi. Data 

kualitatif ini dapat didapatkan melalui berbagai macam teknik dalam pengumpulan 

data, seperti misalnya observasi, dokumentasi dan serta wawancara. Bentuk dari 

pengambilan data dapat didapatkan dari gambar melalui pemotretan maupun 

rekaman video.
40

 Menurut Lofland sumber data utama dalam suatu penelitian 

kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya merupakan data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain.
41

 

2. Sumber Data 

Data adalah sebuah kumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan serta 

disajikan dengan tujuan tertentu.
42

 Berdasarkan sifatnya data dibagi atas dua yaitu 
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data primer dan data skunder. Adapun penjelasan dari data primer dan data 

sekunder adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari responden atau 

objek yang diteliti.
43

 Adapun sumber dari data yang dimaksut dalam penelitian 

ini adalah Baznas Kabupaten Sidrap sebagai lembaga pengelola dana dan 

pelaksana kebijakan dalam melaksanakan PSAK 109. Dalam penelitian ini 

peneliti akan melakukan wawancara terhadap Baznas Kabupaten Sidrap 

mengenai bagaimana penerapan kebijakan pendistribusian laba yang dilakukan, 

apakah telah sesuai dengan ketetapan PSAK 109. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari 

instansi atau data yang didapatkan dari tulisan orang lain yang digunakan 

sebagai pelengkap dari sumber data primer. Data sekunder dapat didapatkan 

dari beberapa sumber seperti dokumentasi, buku, hasil penelitian yang 

berwujud laporan, jurnal  dll. sehingga dapat disumpulkan data sekunder adalah 

data pendukung dari suatu hasil penelitian.
44

 Data sekunder dalam penelitian ini 

berupa laporan keuangan Baznas Kabupaten Sidrap. 
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E. Teknik Pengumpulan dan Pengolaan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah metode teknik yang menyangkut tentang 

bagaimana cara maupun dengan apa data dapat dikumpulkan. Adapun teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: wawancara, pengamatan/observasi, 

dan dokumentasi seperti berikut ini : 

a. Wawancara (Interview) 

Teknik pengumpulan data wawancara atau interview merupakan sebuah 

metode pengumpulan data dalam suatu penelitian yang menggunakan tatacara 

pengumpulan data secara langsung dengan cara bertanya kepada responden, 

jawaban yang diberikan oleh responden kemudian dicatat atau direkam 

menggunakan alat tape recorder. Teknik wawancara dapat diaplikasikan 

kepada responden yang buta aksara atau tidak  terbiasa membaca serta menulis, 

termasuk kepada anak-anak, teknik wawancara seringkali dipilih dikarenakan 

dapat menghasilkan data yang lebih detail dan juga mendalam dibandingkan 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lainnya. Dalam 

perkembangannya, wawancara juga dapat dilakukan menggunakan teknologi 

moderen seperti telepon maupun video call.
45

 Dalam melakukan wawancara 

seorang peneliti harus memiliki pedoman wawancara, pedoman wawancara 

memiliki fungsi untuk membimbing alur dari wawancara terutama terhadap 

beberapa hal yang sifatnya harus ditanyakan. Dengan adanya pedoman 

wawancara maka diharapkan kemungkinan terlupanya beberapa persoalan yang 
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relevan dengan masalah penelitian dapat dihindari.
46

 Wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan bersama 5 orang pegawai Baznas Kabupaten Sidrap, 2 

orang Muzakki dan 2 orang Penerima Zakat.  

b. Pengamatan (observasi) 

Teknik pengumpulan data observasi merupakan sebuah metode 

pengumpulan data didalam sebuah penelitian dengan cara mengamati secara 

sistematis suatu fenomena maupun kebijakan, baik secara langsung ataupun 

tidak langsung, yang bertujuan  untuk mendapatkan informasi dan data yang 

dirasa perlu. Dalam teknik ini, peneliti mengamati serta mencatat semua yang 

terjadi yang berhubungan dengan fenomena ataupun kejadian yang dilihat, 

termasuk perilaku, interaksi, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Pengumpulan 

data menggunakan teknik observasi bisa dilakukan dalam berbagai konteks, 

seperti di lapangan, di ruang kelas, di laboratorium, dan sebagainya. Teknik ini 

begitu berguna dalam suatu penelitian kualitatif, terutama untuk memahami 

konteks dan pengalaman subjek yang diamati.
47

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sebuah cara dalam pengumpulan data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen serta literatur sebagai bahan analisis dalam 

penelitian ini.
48

 Teknik pengumpulan data dokumentasi merupakan sebuah cara 

untuk mendapatkan data dengan cara memanfaatkan beberapa dokumen, seperti 
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dokumen tertulis, cetak, atau elektronik menjadi sumber informasi. Dokumen 

yang digunaka ketika pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa laporan keuangan Baznas Kabupaten Sidrap, serta dokumentasi 

pendistribusian zakat. Dokumen tersebut kemudian dijadikan sebagai sumber 

data yang dapat memberikan suatu gambaran atau informasi yang diperlukan 

dalam  penelitian. Teknik pengumpulan data dokumentasi biasanya digunakan 

dalam penelitian yang bersifat deskriptif, evaluasi, dan historis.
49

 

2. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah suatu kegiatan untuk memudahkan pembacaan dan 

juga pengaplikasian data agar dapat dianalisa dan didapatkan suatu kesimpulan 

dari hasil evaluasi. Proses pengolahan data negitu penting dalam metode ilmiah 

dikarenakan membantu memberi makna serta arti pada data yang didapatkan, 

sehingga data tersebut bisa dipakai untuk memecahkan masalah pada penelitian.
50

 

F. Uji Keabsahan Data 

Peneliti dalam penelitian ini berusaha untuk menggali dan memahami 

bagaimana Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) diterapkan dalam pengelolaan 

dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Sidrap. Agar 

penelitian ini memiliki validitas dan kepercayaan yang tinggi, peneliti menerapkan 

beberapa uji keabsahan data yang esensial dalam penelitian kualitatif. Hal ini penting 

untuk memastikan bahwa temuan peneliti benar-benar mencerminkan praktik nyata 

dan memiliki kredibilitas yang dapat diandalkan. Dalam hal ini peneliti menggunakan 
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3 metode dalam menguji keabsahan data yang peneliti pakai, seperti triangulasi, 

member checking, dan audit trail. 

Secara keseluruhan, melalui penerapan metode uji keabsahan data seperti 

triangulasi, member checking, dan audit trail, peneliti memastikan bahwa penelitian 

ini tidak hanya menghasilkan temuan yang valid dan dapat diandalkan tetapi juga 

memberikan kontribusi yang bermakna terhadap pemahaman tentang penerapan 

PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sidrap. Validasi ini 

penting untuk menjamin bahwa penelitian peneliti benar-benar mencerminkan realitas 

yang ada dan dapat digunakan sebagai dasar yang kuat untuk perbaikan dan 

pengembangan praktik pengelolaan zakat yang lebih baik di masa depan. 

G. Teknik Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses 

pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh 

Sugiyono, bahwa aktivitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi 

data, penyajian data, dan verifikasi. 

1. Mereduksi data, yaitu memilah, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah pengumpulan data selanjutnya. 

2. Penyajian data. Penyajian data dilihat dari jenis dan sumbernya, termasuk 

keabsahannya. Penyajian data akan bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

dengan teks naratif dan dapat juga berupa bentuk bagan dan sejenisnya. 

3. Verifikasi data yaitu upaya untuk mendapatkan kepastian apakah data 

tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Dalam verifikasi data ini 
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akan di prioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas 

serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber 

yang lainnya dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.
51
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Implementasi PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Oleh Baznas 

Kabupaten Sidrap 

Pengelolaan dana zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 

pengoordinasi, serta pengendalian dalam penghimpunan dan pendistribusian dana 

zakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Ketua Baznas Sidrap, H. Mustari, 

dijelaskan prosedur penerimaan zakat sebagai berikut: 

“Penerimaannya pasti dibuatkan kwitansi. Tidak boleh diterima 
zakat tanpa ada bukti yang autentik, melanggar undang-undang 
jika tidak diberikan kwitansi. Misalnya, ada yang mau berzakat di 
jalan dan kebetulan tidak mempunyai kwitansi, sebenarnya belum 
bisa diambil kecuali Anda percaya dengan kami bahwa nanti 
setelah pulang dari kantor baru diberikan kwitansi itu bisa, tetapi 
sebenarnya tidak bisa tanpa kwitansi. Kemudian setelah itu harus 
didoakan supaya hatinya tenang, setelah itu dikumpulkan dan 
ditandatangani, kemudian diinput langsung ke pusat melalui 
aplikasi BAZNAS, yaitu SIMBA. Melalui aplikasi itu tercatat semua 
siapa saja yang telah berzakat.”

52
 

Proses penerimaan zakat di Baznas Sidrap melibatkan pembuatan kwitansi 

sebagai bukti autentik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kwitansi ini penting 

untuk menjaga keabsahan transaksi zakat dan memastikan transparansi. Data 

kemudian dicatat melalui aplikasi SIMBA untuk memastikan transparansi dan 

akuntabilitas sesuai standar PSAK 109. Dengan demikian, Baznas Sidrap memastikan 

bahwa setiap transaksi zakat terdokumentasi secara akurat dan sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku. 
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Vivi Arviani selaku Wakil Ketua I menjelaskan terkait pembayaran dan 

pendistribusian zakat: 

“Masyarakat datang ke kantor untuk membayarkan zakat. 
Kemudian diterima dengan memberikan bukti setoran zakat. Pada 
saat pendistribusian, harus sesuai dengan yang diperintahkan 
dalam surat At-Taubah ayat 60 ada 8 asnaf penerima zakat yang 
harus sesuai betul dengan kriteria yang sudah ditetapkan.”

53
 

Vivi Arviani menjelaskan bahwa proses pembayaran zakat dilakukan di 

kantor Baznas Sidrap dengan memberikan bukti setoran. Pendistribusian zakat 

dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran, khususnya pada 8 golongan 

yang berhak menerima zakat, sesuai standar PSAK 109. Ini menjamin bahwa 

distribusi zakat dilakukan dengan proporsional dan sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan. Dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, Baznas Sidrap 

memastikan bahwa setiap dana yang didistribusikan sesuai dengan standar akuntansi 

yang berlaku. 

Imran Burhanuddin, Wakil Ketua II, menjelaskan terkait pengumpulan dan 

pendistribusian zakat: 

“Pertama, zakat diterima lalu ditampung di BAZNAS. Setelah dana 
terkumpul, kemudian diadakan musyawarah antara pimpinan 
lahirlah keputusan, setelah itu barulah didistribusikan kepada 
mustahik berdasarkan 8 asnaf yang berhak menerima zakat, setelah 
itu dilaporkan.”

54
 

Imran Burhanuddin menjelaskan bahwa dana zakat diterima dan ditampung di 

Baznas Sidrap. Setelah terkumpul, pimpinan melakukan musyawarah untuk 

menetapkan keputusan distribusi zakat kepada mustahik berdasarkan 8 asnaf yang 

berhak menerima zakat, yang kemudian dilaporkan sesuai dengan standar PSAK 109. 
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Ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana 

zakat. Dengan melaporkan setiap tahap pengumpulan dan distribusi zakat sesuai 

dengan PSAK 109, Baznas Sidrap memastikan bahwa proses tersebut dilakukan 

secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. 

Vivi Arviani Darwis kembali menjelaskan implementasi PSAK 109: 

“PSAK 109 memandu kita dalam mengelola zakat dengan benar 
dan sesuai standar. Dengan adanya PSAK 109, laporan keuangan 
menjadi lebih jelas, terstruktur, dan bisa dipertanggungjawabkan.”

 

55
 

Implementasi PSAK 109 membantu Baznas Sidrap dalam mengelola zakat 

sesuai standar akuntansi, memastikan laporan keuangan yang lebih jelas, terstruktur, 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya PSAK 109, proses pengelolaan 

dana zakat menjadi lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang 

berlaku. PSAK 109 juga memastikan bahwa setiap laporan keuangan yang dihasilkan 

oleh Baznas Sidrap sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara professional. Drs. Madaling juga menjelaskan sebagai 

berikut: 

“PSAK 109 menjadi acuan utama kami dalam pelaporan dan 
pengelolaan dana zakat. Semua transaksi dan distribusi dana zakat 
dicatat dan dilaporkan sesuai dengan standar PSAK 109, yang 
menjamin transparansi dan akuntabilitas.”

56
 

Drs. Madaling menegaskan bahwa PSAK 109 digunakan sebagai acuan utama 

dalam pelaporan dan pengelolaan dana zakat, memastikan bahwa semua transaksi dan 

distribusi dana zakat dicatat dan dilaporkan sesuai standar untuk menjamin 

transparansi dan akuntabilitas.  
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Salah satu Muzakki yang diwawancarai terkait apakah ia yakin bahwa 

BAZNAS Kabupaten Sidrap menghitung dana zakat dengan tepat mengatakan: 

“Iya, karena BAZNAS itu diawasi langsung oleh pusat.”
57

 

Muzakki menyatakan bahwa ia yakin terhadap pengelolaan dana zakat oleh 

Baznas Sidrap karena adanya pengawasan langsung dari pusat, yang juga membantu 

memastikan kepatuhan terhadap standar PSAK 109. Hal ini menegaskan bahwa 

pengawasan pusat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas 

dan kepatuhan Baznas Sidrap terhadap standar akuntansi.  

Kemudian wawancara terkait kriteria yang digunakan oleh BAZNAS 

Kabupaten Sidrap sebagai berikut: 

“Menurut saya sudah benar karena di masjid itu BAZNAS 
memasukkan bantuannya untuk masyarakat yang tidak mampu atau 
termasuk dalam kriteria 8 asnaf.”

 58
 

Muzakki menilai bahwa kriteria yang digunakan oleh Baznas Kabupaten 

Sidrap untuk menentukan penerima zakat sudah tepat, karena sesuai dengan kriteria 8 

asnaf yang ditetapkan dalam ajaran Islam dan standar PSAK 109. Dengan mengacu 

pada kriteria 8 asnaf, Baznas Sidrap memastikan bahwa bantuannya disalurkan 

dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang ditetapkan. Dengan 

demikian, Baznas Sidrap memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada mereka 

yang berhak menerima sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh 

agama dan standar akuntansi yang berlaku. 
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2. Tantangan dan Kendala Yang Dihadapi Baznas Kabupaten Sidrap Dalam 

Menerapkan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat 

Tantangan dan kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Sidrap 

dijelaskan oleh H. Mustari sebagai berikut: 

"Hambatan pasti ada."
 59

 

H. Mustari mengakui adanya hambatan dalam penerapan PSAK 109, 

meskipun tidak merinci jenis hambatannya. Ini menandakan bahwa penerapan standar 

akuntansi tidak mudah dan ada berbagai tantangan teknis serta administratif yang 

perlu diatasi.  

Kemudian Bapak Dr. Wahidin selaku Wakil Ketua III juga menjelaskan 

tantangan yang dihadapi: 

"Tantangan utama terjadi di awal penerapan PSAK 109 karena 
masih dalam tahap belajar. Namun, dengan bimbingan dari Baznas 
Pusat, implementasinya menjadi lebih baik."

60
 

Dr. Wahidin menyatakan bahwa tantangan utama terjadi pada awal penerapan 

PSAK 109 karena staf masih dalam tahap belajar dan kurang berpengalaman dengan 

standar akuntansi baru ini. Namun, berkat bimbingan dari Baznas Pusat, proses 

implementasi menjadi lebih lancar dan efektif seiring waktu. Ini menyoroti 

pentingnya dukungan dan pelatihan dari otoritas pusat dalam mengadopsi kebijakan 

baru. 

Berbeda dengan penjelasan ketua dan wakil ketua IV, Drs. Madaling 

menjelaskan hal berikut: 

"Tidak ada hambatan signifikan dalam penerapan PSAK 109. 
Namun, kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat sesuai 
dengan Surah At-Taubah ayat 103 masih menjadi tantangan."

 61
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Drs. Madaling mengungkapkan bahwa dari sisi internal, penerapan PSAK 109 

tidak menghadapi hambatan signifikan. Namun, tantangan utama adalah 

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat. Ini menunjukkan 

bahwa meskipun penerapan standar akuntansi berjalan baik secara teknis dan 

administratif, keberhasilan pengelolaan zakat juga sangat bergantung pada partisipasi 

aktif dari masyarakat sesuai dengan ajaran agama. 

3. Dampak Dari Penerapan PSAK 109 Terhadap Transparansi Pelaporan 

Dana Zakat Oleh Baznas Kabupaten Sidrap 

H. Mustari menuturkan terkait dampak penerapan PSAK 109 sebagai berikut: 

"Dampak positif dari penerapan PSAK 109 adalah peningkatan 
kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan zakat."

 62
 

Penerapan PSAK 109 telah memberikan dampak positif dengan meningkatkan 

kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Dengan standar akuntansi ini, 

proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat menjadi lebih jelas dan 

terbuka, memastikan setiap langkah dilakukan dengan integritas sehingga masyarakat 

dapat lebih percaya bahwa zakat mereka dikelola dengan benar dan sesuai tujuan. 

Kemudian Dr. Wahidin selaku Wakil Ketua III menjelaskan hal berikut: 

"Penerapan PSAK 109 meningkatkan kepercayaan masyarakat 
terhadap Baznas. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan 
pengumpulan zakat setiap tahun, menunjukkan transparansi dan 
kepercayaan yang meningkat.”

 63
 

Dr. Wahidin menyatakan bahwa penerapan PSAK 109 telah meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap Baznas, yang terlihat dari peningkatan jumlah 
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zakat yang terkumpul setiap tahun. Transparansi dalam pelaporan dan pengelolaan 

zakat membuat masyarakat merasa lebih yakin bahwa dana yang mereka berikan 

dikelola dengan baik Dr. Wahidin kembali menjelaskan: 

"Setiap kegiatan pendistribusian zakat didokumentasikan dan 
dipublikasikan di media sosial, menunjukkan transparansi kepada 
masyarakat."

 64
 

Dr. Wahidin menekankan bahwa semua kegiatan pendistribusian zakat 

didokumentasikan dan dipublikasikan di media sosial, yang memperlihatkan 

komitmen Baznas terhadap keterbukaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

Drs. Madaling selaku Wakil Ketua IV Bidang Administrasi menjelaskan 

dampak PSAK 109 sebagai berikut: 

"PSAK 109 membuat staf administrasi lebih transparan dan 
terbuka dalam pengelolaan zakat."

 65
 

Drs. Madaling menekankan bahwa PSAK 109 mendorong staf administrasi 

untuk bekerja dengan lebih transparan dan terbuka dalam pengelolaan zakat. Standar 

ini membantu memastikan bahwa setiap langkah dalam pengelolaan zakat dilakukan 

dengan kejujuran dan sesuai aturan.  

Drs. Madaling kembali menjelaskan: 

"Pengelolaan zakat di Baznas Sidrap dilakukan secara akuntabel, 
terbuka, dan transparan. Bukti audit dari akuntan publik 
menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat di Baznas Sidrap 
berjalan dengan baik."

 66
 

Drs. Madaling menekankan bahwa pengelolaan zakat di Baznas Sidrap 

dilakukan secara akuntabel, terbuka, dan transparan, dan audit dari akuntan publik 
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membuktikan bahwa dana zakat dikelola dengan baik dan sesuai standar. Kemudian 

Vivi Arviani Darwis menjelaskan: 

"Baznas Sidrap terbuka dan transparan dalam pengelolaan dana 
zakat, serta mendistribusikan kepada 8 asnaf yang berhak 
menerima zakat."

 67
 

Vivi Arviani Darwis menyatakan bahwa Baznas Sidrap mengelola dana zakat 

dengan keterbukaan dan transparansi, serta mendistribusikan dana kepada 8 asnaf 

yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini memastikan 

bahwa zakat benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. 

Bapak Imran Burhanuddin, selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian, 

menjelaskan dampak PSAK 109 sebagai berikut: 

“Baznas Sidrap memastikan transparansi dengan 
mendokumentasikan dan mengunggah kegiatan pendistribusian 
zakat di media sosial.”

 68
 

Imran Burhanuddin menegaskan bahwa Baznas Sidrap memastikan 

transparansi dalam pendistribusian zakat dengan mendokumentasikan dan 

mempublikasikan kegiatan tersebut di media sosial. Ini memungkinkan masyarakat 

untuk melihat langsung bagaimana zakat didistribusikan, yang meningkatkan 

kepercayaan mereka. 

Kemudian wawancara yang dilakukan oleh pihak Muzakki menuturkan 

bahwa: 

“Menurut saya iya sudah adil, karena Baznas itu setiap kegiatan 
pendistribusiannya di laporkan langsung dan di dokumentasikan 
di upload di media social jadi semua orang dapat melihat 
kegiatan pendistribusiannya dan buktinya Baznas itu membangun 
sampai ke pelosok-pelosok dan membagikan bantuan ke masjid-
mesjid”

 69
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Muzakki ini menyatakan bahwa Baznas Sidrap menjalankan kegiatannya 

dengan transparansi tinggi. Setiap pendistribusian dana zakat didokumentasikan dan 

diunggah di media sosial, sehingga masyarakat bisa melihat bagaimana zakat tersebut 

didistribusikan. Baznas Sidrap juga telah melakukan program pembangunan hingga 

ke pelosok. Ini menunjukkan komitmen Baznas Sidrap terhadap keterbukaan dan 

akuntabilitas 

Kemudian Muzakki lain menuturkan hal berikut: 

“Menurut saya iya, karena Baznas itu sudah di audit langsung 
oleh pusat dan Baznas Kabupaten Sidrap itu transparansi setiap 
kegiatan di publikasikan”

70
 

Muzakki ini menilai bahwa pengelolaan dana zakat oleh Baznas Sidrap 

dilakukan secara akuntabel dan transparan, dengan setiap kegiatan dipublikasikan 

secara terbuka dan diaudit rutin oleh pusat untuk memastikan kepatuhan terhadap 

standar. 

Dengan demikian, implementasi PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakat 

oleh Baznas Kabupaten Sidrap telah memberikan dampak positif, terutama dalam hal 

transparansi dan akuntabilitas. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, 

dukungan dari Baznas Pusat dan penerapan standar akuntansi yang baik telah 

membantu Baznas Sidrap untuk mengelola zakat dengan lebih efektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi melalui media sosial juga turut 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Baznas Sidrap. 
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B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Implementasi PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Oleh Baznas 

Kabupaten Sidrap 

PSAK 109 adalah sebuah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang 

dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), membentuk fondasi akuntansi 

yang terfokus pada manajemen dana zakat, infak, dan sedekah. Standar ini 

diperkenalkan dengan tujuan memberikan panduan yang jelas bagi entitas yang 

memegang tanggung jawab dalam mengelola dana keagamaan, termasuk 

lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan institusi keagamaan 

lainnya. PSAK 109 bertujuan utama untuk memastikan bahwa laporan keuangan 

dari entitas tersebut mencerminkan prinsip-prinsip akuntansi syariah dengan 

akurat dan komprehensif, sehingga menciptakan transparansi dan keandalan 

informasi keuangan dalam konteks pengelolaan dana keagamaan.
71

  

PSAK 109 memiliki peran strategis dalam memberikan panduan kepada 

entitas pengelola dana keagamaan untuk menjalankan operasional dan pelaporan 

keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Standar ini juga 

bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada pihak yang berkepentingan 

mengenai kinerja dan ketaatan entitas terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah.
72

 

a. Proses Pencatatan 

Proses pencatatan di Baznas Kabupaten Sidrap mengikuti standar PSAK 

109 untuk memastikan akurasi dan transparansi. Setiap penerimaan zakat dicatat 

dengan bukti autentik berupa kwitansi, baik dari muzakki entitas maupun 
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individual. Transaksi zakat pendapatan, zakat maal, zakat pertanian, zakat emas, 

zakat perniagaan, dan penerimaan zakat lainnya dicatat secara sistematis dalam 

aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Baznas). Jumlah dana zakat yang 

terkumpul dan bagian amil atas penerimaan zakat juga tercatat dengan jelas. Hal 

ini memastikan bahwa setiap transaksi memiliki jejak audit yang dapat 

diverifikasi. 

b. Proses Penyajian 

Penyajian laporan keuangan Baznas Sidrap dilakukan sesuai dengan 

standar PSAK 109. Data yang telah dicatat dalam aplikasi SIMBA diolah dan 

disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang terstruktur. Laporan ini 

mencakup rincian penerimaan zakat dari berbagai sumber, total dana zakat yang 

terkumpul, dan alokasi dana zakat kepada bagian amil. Laporan juga menyajikan 

detail penyaluran dana zakat kepada fakir, miskin, riqab, gharim, muallaf, 

sabilillah, dan ibnu sabil, sesuai dengan ketentuan dalam surat At-Taubah ayat 

60. 

c. Proses Pelaporan 

Pelaporan keuangan di Baznas Sidrap dilakukan secara periodik untuk 

memastikan transparansi dan akuntabilitas. Laporan ini disusun berdasarkan data 

yang telah dicatat dan disajikan, lalu dilaporkan kepada otoritas yang berwenang 

dan masyarakat luas. Proses ini mencakup penyampaian laporan penerimaan 

zakat, distribusi zakat, dan penggunaan dana kepada pihak terkait, termasuk 

pusat Baznas untuk pengawasan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan komitmen 

Baznas Sidrap terhadap kepatuhan pada PSAK 109 dan menjaga kepercayaan 

dari muzakki. 
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Implementasi PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakat oleh Baznas 

Kabupaten Sidrap melibatkan aspek perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, dan 

pengendalian dalam pengumpulan serta distribusi zakat. Berdasarkan wawancara, 

prosedur penerimaan zakat selalu disertai bukti autentik berupa kwitansi untuk 

menjaga keabsahan transaksi dan memastikan transparansi. Setiap transaksi kemudian 

dicatat dalam aplikasi SIMBA untuk memastikan pelaporan yang akurat sesuai 

standar PSAK 109, menunjukkan komitmen Baznas Sidrap terhadap ketentuan 

undang-undang dan kepercayaan muzakki. 

Proses pembayaran dan pendistribusian zakat di Baznas Sidrap diatur dengan 

ketat. Masyarakat yang membayar zakat di kantor Baznas Sidrap menerima bukti 

setoran sebagai tanda transaksi. Zakat disalurkan sesuai dengan ketentuan dalam surat 

At-Taubah ayat 60 kepada 8 asnaf yang berhak menerima. Dengan pedoman ini, 

Baznas Sidrap memastikan distribusi zakat dilakukan secara adil dan proporsional, 

sesuai dengan standar PSAK 109 yang berlaku. 

Setelah dana zakat terkumpul, pimpinan Baznas Sidrap mengadakan 

musyawarah untuk menetapkan keputusan distribusi. Dana zakat kemudian 

didistribusikan kepada mustahik berdasarkan 8 asnaf yang telah ditetapkan, dan 

seluruh kegiatan ini dilaporkan sesuai dengan standar PSAK 109. Proses ini 

menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, 

memastikan setiap tahap pengumpulan dan distribusi terdokumentasi dengan baik. 

PSAK 109 menjadi panduan utama dalam pelaporan dan pengelolaan dana 

zakat di Baznas Sidrap. Semua transaksi dan distribusi dana zakat dicatat dan 

dilaporkan sesuai standar ini untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. 

Implementasi PSAK 109 membantu Baznas Sidrap mengelola zakat dengan benar 
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sesuai prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan 

menjadi jelas, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat oleh Baznas Sidrap 

diperkuat oleh pengawasan langsung dari pusat. Salah satu muzakki menyatakan 

keyakinannya terhadap pengelolaan dana zakat karena pengawasan ini memastikan 

kepatuhan terhadap standar PSAK 109. Dengan berpegang pada kriteria 8 asnaf 

dalam pendistribusian zakat, Baznas Sidrap memastikan bantuan disalurkan dengan 

adil dan sesuai dengan prinsip Islam serta standar akuntansi yang berlaku. Hal ini 

membantu Baznas Sidrap mempertahankan integritas dan kepercayaan dalam 

pengelolaan dana zakat. 

Implementasi PSAK 109 dalam manajemen dana zakat oleh Baznas 

Kabupaten Sidrap menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengakuan dan 

pengukuran yang tepat dalam setiap transaksi. Proses penerimaan zakat ditekankan 

dengan penggunaan bukti otentik seperti kwitansi untuk menjaga validitas transaksi 

dan memastikan transparansi. Baznas Sidrap juga mengadopsi aplikasi SIMBA untuk 

mencatat dan melaporkan setiap transaksi sesuai dengan standar PSAK 109, 

menunjukkan ketaatan mereka terhadap prinsip akuntansi yang berlaku. 

Pendistribusian dana zakat oleh Baznas Sidrap diatur dengan ketat 

berdasarkan prinsip 8 asnaf yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Proses ini 

melibatkan musyawarah untuk menetapkan keputusan distribusi yang adil dan 

proporsional, sesuai dengan panduan PSAK 109. Baznas Sidrap memastikan bahwa 

setiap mustahik yang memenuhi kriteria menerima zakat dengan tepat sesuai dengan 

kebutuhan mereka, memperkuat komitmen mereka terhadap keadilan dan 

transparansi. 
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Akuntabilitas adalah aspek krusial dalam manajemen dana zakat oleh Baznas 

Sidrap, didukung oleh implementasi PSAK 109 sebagai panduan utama dalam 

pelaporan keuangan mereka. Semua aktivitas terkait pengumpulan, pengelolaan, dan 

distribusi dana zakat dijaga dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan sesuai 

dengan standar yang ditetapkan. Pengawasan dari pusat juga memastikan kepatuhan 

Baznas Sidrap terhadap peraturan hukum dan mempertahankan kepercayaan 

masyarakat terhadap integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. 

Dengan demikian, Baznas Sidrap menjunjung tinggi tanggung jawab mereka sebagai 

lembaga yang dapat dipercaya dalam mengelola dana amal sesuai dengan nilai-nilai 

agama dan prinsip akuntansi yang berlaku. 

Penelitian tentang implementasi PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakat 

oleh Baznas Kabupaten Sidrap menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas 

dalam setiap tahap pengumpulan dan distribusi zakat. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa setiap transaksi zakat dicatat secara sistematis dan dilaporkan menggunakan 

aplikasi SIMBA, memastikan kepatuhan terhadap standar PSAK 109, serta 

menegaskan komitmen Baznas Sidrap terhadap aturan hukum dan kepercayaan dari 

muzakki. 

Penelitian sebelumnya oleh Setiyawati (2021) menekankan pentingnya sistem 

kontrol internal dan kepatuhan terhadap PSAK 109 untuk meningkatkan akuntabilitas 

pelaporan keuangan di lembaga zakat. Setiyawati menemukan bahwa meskipun 

kepatuhan terhadap PSAK 109 tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas 

pelaporan, sistem kontrol internal yang kuat memiliki dampak positif yang signifikan 

terhadap akuntabilitas tersebut. Selain itu, studi oleh Nugroho et al. (2020) 

menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan zakat dapat 
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meningkatkan efisiensi pengumpulan dan distribusi dana zakat. Teknologi seperti 

aplikasi SIMBA yang digunakan oleh Baznas Sidrap dapat meningkatkan 

transparansi dan akurasi pelaporan, yang sejalan dengan temuan penelitian ini. 

Dari kedua studi ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi 

informasi dan penerapan sistem kontrol internal yang ketat, seperti yang dilakukan 

oleh Baznas Sidrap, sangat penting dalam memastikan pengelolaan zakat yang 

transparan dan akuntabel sesuai dengan standar PSAK 109. Hal ini membantu 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan memastikan 

distribusi zakat yang adil dan tepat sasaran. 

2. Tantangan dan Kendala Yang Dihadapi Baznas Kabupaten Sidrap Dalam 

Menerapkan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat 

Hasil penelitian terkait tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten 

Sidrap menyajikan beberapa poin penting. Salah satu aspek yang dipertimbangkan 

adalah adanya kendala dalam menerapkan PSAK 109, meskipun tidak dijabarkan 

secara detail. Ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi tidaklah mudah 

dan terdapat berbagai tantangan teknis serta administratif yang perlu diatasi. Menurut 

teori perubahan organisasi, perubahan signifikan seperti penerapan standar akuntansi 

baru memerlukan penyesuaian yang mendalam dalam struktur dan budaya organisasi. 

Selain itu, ditegaskan bahwa tantangan utama muncul pada fase awal 

penerapan PSAK 109 karena staf masih dalam proses pembelajaran dan kurang 

berpengalaman dengan standar akuntansi yang baru. Hal ini sejalan dengan teori 

pembelajaran organisasi yang menyatakan bahwa proses belajar adalah kunci dalam 

menghadapi perubahan dan inovasi. Dengan bimbingan dari Baznas Pusat, proses 

implementasinya menjadi lebih lancar dan efektif seiring berjalannya waktu. Hal ini 
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menekankan pentingnya dukungan dan pelatihan dari pusat dalam mengadopsi 

kebijakan baru. 

Berbeda dengan sudut pandang sebelumnya, dari perspektif internal, 

penerapan PSAK 109 tidak menghadapi hambatan yang signifikan. Tantangan utama 

yang dihadapi adalah pihak BAZNAS yang kurang meliterasikan PSAK 109 atau 

banyaknya lembaga keuangan seperti LAZISMU. Selain itu, meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk membayar zakat sesuai dengan ajaran agama juga menjadi 

tantangan besar. Ini menunjukkan bahwa meskipun penerapan standar akuntansi 

berjalan dengan baik secara teknis dan administratif, keberhasilan pengelolaan zakat 

juga sangat bergantung pada partisipasi aktif dari masyarakat. Teori partisipasi 

masyarakat menekankan bahwa keterlibatan aktif masyarakat adalah kunci dalam 

keberhasilan program sosial.Penelitian ini juga menekankan perlunya peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia di BAZNAS Kabupaten Sidrap. Pelatihan dan 

pendidikan yang kontinu bagi staf diharapkan dapat mengurangi kendala teknis dan 

administratif yang muncul. Teori pengembangan sumber daya manusia menyarankan 

bahwa pelatihan berkelanjutan adalah vital untuk meningkatkan kinerja individu dan 

organisasi. Selain itu, pendekatan berbasis teknologi juga dapat menjadi solusi untuk 

mempermudah proses akuntansi dan pelaporan zakat. 

Selain pelatihan dan dukungan teknologi, kolaborasi dengan lembaga lain juga 

disebutkan sebagai faktor penting. BAZNAS Kabupaten Sidrap dapat bekerja sama 

dengan lembaga pendidikan, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat 

untuk memperkuat sistem pengelolaan zakat. Menurut teori kolaborasi, sinergi antar 

lembaga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan jika masing-masing 

bekerja secara terpisah. 
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Pentingnya evaluasi berkala terhadap proses penerapan PSAK 109 juga 

ditekankan dalam penelitian ini. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

hambatan yang masih ada dan mencari solusi yang tepat. Teori evaluasi program 

menyarankan bahwa evaluasi kontinu dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas 

program dengan memberikan umpan balik yang berharga untuk perbaikan. 

Di samping evaluasi, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas juga 

penting dalam pengelolaan zakat. Dengan menerapkan PSAK 109, BAZNAS 

diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui laporan keuangan 

yang transparan dan akuntabel. Teori akuntabilitas publik menekankan bahwa 

transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi dari kepercayaan dan partisipasi 

masyarakat dalam program sosial. 

Selain itu, pentingnya komunikasi yang efektif juga diangkat dalam penelitian 

ini. BAZNAS Kabupaten Sidrap perlu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat 

untuk menjelaskan manfaat zakat dan pentingnya kepatuhan terhadap PSAK 109. 

Teori komunikasi organisasi menyatakan bahwa komunikasi yang baik adalah kunci 

dalam menyampaikan informasi dan membangun hubungan yang kuat dengan 

pemangku kepentingan. 

Terakhir, penelitian ini menekankan perlunya dukungan kebijakan yang kuat 

dari pemerintah daerah. Dukungan kebijakan dapat menciptakan lingkungan yang 

kondusif bagi penerapan PSAK 109 dan pengelolaan zakat yang lebih efektif. 

Menurut teori kebijakan publik, kebijakan yang baik dapat mendorong perubahan 

positif dan membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih efisien. 
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3. Dampak Dari Penerapan PSAK 109 Terhadap Transparansi Pelaporan 

Dana Zakat Oleh Baznas Kabupaten Sidrap 

Implementasi PSAK 109 dalam manajemen dana zakat telah memberikan 

dampak yang signifikan di Baznas Kabupaten Sidrap. Dengan adanya standar 

akuntansi ini, proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat menjadi lebih 

terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Standar akuntansi ini memastikan bahwa 

setiap dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang 

berlaku, sehingga meningkatkan kualitas pelaporan dan pengawasan dalam 

pengelolaan zakat. Baznas Sidrap kini dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih 

akurat dan terpercaya, yang merupakan salah satu dasar penting dalam menciptakan 

transparansi. 

PSAK 109 memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam 

seluruh tahapan pengelolaan zakat. Ini tidak hanya menjamin bahwa dana zakat 

dikelola dengan jujur, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa zakat 

mereka dikelola dengan benar sesuai dengan tujuan. Integritas dalam pengelolaan 

dana zakat memastikan bahwa dana tersebut digunakan tepat sasaran dan tidak 

disalahgunakan, sementara transparansi memungkinkan masyarakat untuk memantau 

penggunaan dana zakat secara lebih terbuka. 

Dokumentasi dan publikasi kegiatan pendistribusian zakat di media sosial 

adalah bukti komitmen Baznas Sidrap terhadap keterbukaan dan transparansi. Melalui 

langkah ini, masyarakat dapat melihat langsung bagaimana dana zakat 

didistribusikan, meningkatkan tingkat kepercayaan mereka terhadap lembaga 

tersebut. Dokumentasi ini juga membantu masyarakat memahami lebih baik proses 

pengelolaan zakat dan memastikan bahwa dana tersebut disalurkan kepada pihak 
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yang membutuhkan. Publikasi ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban 

Baznas Sidrap kepada para muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). 

Dengan adanya PSAK 109, Baznas Sidrap dapat memberikan laporan 

keuangan yang lebih detail dan transparan, yang mencakup informasi mengenai 

sumber dana zakat, alokasi dana, serta kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. 

Laporan ini disusun sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan, sehingga 

lebih mudah dipahami dan diaudit oleh pihak eksternal. Hal ini memungkinkan para 

auditor untuk melakukan audit secara lebih efektif dan efisien, memastikan bahwa 

setiap rupiah dana zakat dikelola dengan baik. 

Meskipun menghadapi beberapa tantangan dalam penerapannya, dukungan 

dari Baznas Pusat serta penerapan standar akuntansi yang baik telah membantu 

Baznas Sidrap mengelola zakat dengan lebih efisien dan akuntabel. Tantangan seperti 

keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang akuntansi zakat dan 

teknologi informasi yang memadai dapat diatasi dengan pelatihan dan pengembangan 

kapasitas yang berkelanjutan. Baznas Sidrap juga bekerja sama dengan berbagai 

pihak untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan stafnya dalam mengelola 

zakat sesuai dengan standar PSAK 109. 

Langkah-langkah yang diambil oleh Baznas Sidrap untuk memastikan 

kepatuhan terhadap PSAK 109 juga telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pengumpulan dan distribusi zakat. Ini terlihat dari peningkatan jumlah zakat yang 

terkumpul setiap tahun. Kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat terhadap 

Baznas Sidrap mendorong mereka untuk lebih aktif berzakat melalui lembaga ini, 

karena mereka yakin bahwa dana zakat mereka akan dikelola dengan aman dan 

transparan. 
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Baznas Sidrap memastikan bahwa setiap langkah dalam pengelolaan dana 

zakat dilakukan secara akuntabel, terbuka, dan transparan. Audit yang dilakukan oleh 

akuntan publik telah membuktikan bahwa dana zakat dikelola dengan baik dan sesuai 

dengan standar. Audit ini juga memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi 

Baznas Sidrap untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan zakat. Dengan adanya 

audit yang rutin, Baznas Sidrap dapat mengidentifikasi area-area yang perlu 

diperbaiki dan memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan zakat berjalan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Selain itu, Baznas Sidrap juga memastikan bahwa dana zakat disalurkan 

kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat, sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini 

menunjukkan komitmen Baznas Sidrap untuk menjalankan tugasnya dengan penuh 

tanggung jawab dan integritas. Penyaluran zakat yang tepat sasaran membantu 

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

membutuhkan. Baznas Sidrap juga melakukan evaluasi berkala untuk memastikan 

bahwa penyaluran zakat selalu sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang ada. 

Secara keseluruhan, implementasi PSAK 109 telah membawa perubahan 

positif yang signifikan dalam pengelolaan dana zakat oleh Baznas Kabupaten Sidrap. 

Dukungan dari berbagai pihak serta keterbukaan informasi melalui media sosial telah 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Baznas Sidrap sebagai lembaga 

yang bertanggung jawab dalam mengelola zakat dengan baik dan transparan. 

Keterbukaan ini juga memberikan dampak positif bagi Baznas Sidrap dalam hal 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam berzakat dan peningkatan efektivitas dalam 

penyaluran dana zakat. 
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Baznas Sidrap terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat 

melalui implementasi standar akuntansi yang baik, pengembangan kapasitas sumber 

daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih. Dengan 

langkah-langkah ini, diharapkan Baznas Sidrap dapat terus meningkatkan kualitas 

pelayanan dan pengelolaan zakat, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi 

masyarakat. Penerapan PSAK 109 yang konsisten dan berkelanjutan akan menjadi 

kunci keberhasilan Baznas Sidrap dalam mencapai visi dan misinya sebagai lembaga 

pengelola zakat yang amanah dan profesional. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut: 

1. Implementasi PSAK 109 dalam manajemen dana zakat oleh Baznas 

Kabupaten Sidrap mencakup perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan 

pengendalian dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat. Baznas Sidrap 

mengikuti prosedur penerimaan zakat dengan menyertakan bukti autentik 

dan mencatat setiap transaksi menggunakan aplikasi SIMBA, memastikan 

pelaporan yang tepat sesuai dengan standar PSAK 109. 

2. Baznas Kabupaten Sidrap menghadapi tantangan dan hambatan dalam 

menerapkan PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakat, termasuk kendala 

teknis dan administratif pada tahap awal, yang berhasil diatasi dengan 

bimbingan dan dukungan dari Baznas Pusat. Selain itu, tantangan lainnya 

adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. 

3. Dampak dari penerapan PSAK 109 terhadap transparansi pelaporan dana 

zakat oleh Baznas Kabupaten Sidrap adalah peningkatan integritas, 

transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengelolaan zakat. 

Dengan melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan pendistribusian 

zakat di media sosial, masyarakat dapat melihat langsung bagaimana dana 

zakat didistribusikan, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat 

kepercayaan mereka terhadap lembaga tersebut. 
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B. Saran 

1. Terus meningkatkan pemahaman dan keterampilan staf terkait penerapan 

PSAK 109 dengan pelatihan dan bimbingan dari Baznas Pusat. 

2. Mengadakan program edukasi dan sosialisasi secara teratur untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar zakat sesuai 

ajaran agama. 

3. Mempertahankan praktik dokumentasi dan publikasi kegiatan pendistribusian 

zakat di media sosial untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. 

4. Melakukan evaluasi berkala terhadap proses pengelolaan zakat dengan fokus 

pada kepatuhan terhadap standar PSAK 109 dan peningkatan efisiensi 

distribusi dana zakat. 
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Lampiran 5 Lokasi Penelitian Baznas Kabupaten Sidrap 

Lokasi Penelitian Baznas Kabupaten Sidrap 

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan Kabupaten yang berada di wilayah 

Sulawesi selatan terdapat 11 kecamatan didalamnya, memiliki penduduk muslim 

sebanyak 310.461 jiwa dari total penduduk 338.388 jiwa di tahun 2013, maka jika 

dipersentasekan terdapat 91,17% dari total penduduk adalah ummat muslim yang 

merupakan mayoritas penduduk, dan memiliki potensi zakat yang mencapai 1,6 

Triliun. BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang hadir sebagai lembaga yang sangat 

dibutuhkan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dalam 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya di Kabupaten Sidrap. 

BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan lembaga non-struktural 

yang bersifat semimandiri, ini dilihat wewenang dalam menetapkan pengurus 

BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi 

Sulawesi Selatan dan yang melantik adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng 

Rappang dalam hal ini Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang. sejak berdirinya pada 

tanggal 10 Agustus tahun 2018 BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang pada 

awalnya bernama BAZDA Kabupaten Sidenreng Rappang dan kemudian berubah 

bernama BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang dikarenakan perkembangan 

pengelolaan zakat dan perombakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan 

diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2011. Dalam pengumpulan zakat, BAZNAS 

mengumpulkan zakat di setiap kecamatan untuk memudahkan pengumpulan zakat 

dibentuklah UPZ yang merupakan singkatan dari Unit Pengumpul Zakat, dalam hal 

ini pegawai atau pengurus yang diberi wewenang dalam ikut mengumpulkan zakat, 
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UPZ tersebar di Instansi Pemerintah/SKPD, Masjid, BPP, KUA dan Sekolah-

Sekolah. 

Visi dan Misi Baznas Kabupaten Sidrap 

Visi 

Adapun Visi BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu “Terwujudnya 

Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai daerah sadar zakat dan pengelola zakat 

terbaik di Sulawesi Selatan tahun 2021 menuju masyarakat yang lebih relegius dan 

lebih mandiri dengan berpegang teguh pada prinsip transparansi dan akuntabilitas 

publik. 

Misi 

Adapun Misi BAZNAS Kabupaten Sidrap antara lain adalah: 

a) Membangun Kesadaran Masyarakat Sidenreng Rappang tentang Pentingnya 

Zakat. 

b) Mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sebagaimana ketentuan Al-Qur‟an 

(Surah At-Taubah: 60) dan hadist serta Undang undang (UU) No. 23 Tahun 2014 

dan peraturan pemerintah No. 14 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat dan 

keputusan Bupati Sidrap No. 409/VIII/2018. 

c) Menjadikan zakat sebagai sarana ibadah dalam mengentaskan kemiskinan dan 

empowering society (pemberdayaan masyarakat). 

d) Menggalang kelompok-kelompok social sebagai basis terdepan dalam 

mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. 
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Struktur Organisasi Baznas Sidrap 

Berikut adalah susunan organisasi Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2023-2028. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Sidrap 

 

 

 

 

 

 

KETUA 

H. Mustari S, S.H.i 

WAKIL KETUA I 

Bid. Pengumpulan 

Vivi Arviani Darwis, S.Sos 

WAKIL KETUA II 

Bid. Pendistribusian 

Imran Burhanuddin, S.Ag 

WAKIL KETUA III 

Bid. Perencanaan Keuangan dan 

Pelaporan 

Dr. Wahid Arraffany, S.Ag.,M.A 

WAKIL KETUA IV 

Bid. Administrasi 

Drs. Madaling, Alap 

STAFF 

Bid. Pengumpulan 

Mutmainnah, S.A.P 

STAFF 

Bid. Pendistribusian 

Abdul Alam Haris, S.H 

STAFF 

Bid. Perencanaan Keuangan dan 

Pelaporan 

Lutfiah Ayu Aulia, S.E 

STAFF 

Bid. Administrasi 

Eldi Tayyrb, S. 

UNIT PENGUMPULAN ZAKAT 
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Tugas dan Wewenang 

Ketua Baznas 

Ketua Baznas, berugas dan berwenang untuk melaksanakan mandat dari hasil rapat 

pleno dan bertindak sebagai pemimpin dalam pelaksanaan tugas, serta fungsi dari 

BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota. 

Wakil Ketua I 

Wakil Ketua 1 BAZNAS Bidang Pengumpulan bertugas merencanakan strategi, 

mengawasi pelaksanaan, dan mengevaluasi program pengumpulan zakat, infak, dan 

sedekah (ZIS). Ia bertanggung jawab untuk mengembangkan teknologi dan inovasi 

dalam pengumpulan, serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. 

Selain itu, Wakil Ketua 1 juga menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, mengawasi 

kinerja tim pengumpulan, dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Ia 

memiliki wewenang untuk mengambil keputusan strategis, mengesahkan kebijakan 

operasional, serta memberikan rekomendasi penunjukan atau pemberhentian staf 

terkait. 

Wakil Ketua II 

Wakil Ketua II Baznas, memiliki tugas dan wewenang yaitu: melaksanakan dan 

mengkontinir pendistribusian serta pengelolaan zakat. Hal yang perlu dilaksanakan, 

diantaranya yaitu: membuat strategi pendistribusian dan pengelolaan zakat, 

mengelola dan menumbuh kembangkan data mustahik, melakukan pengontrolan 

terhadap pendistribusian, dan penggunaan zakat, membuat laporan 

pertanggungjawaban pendistribusian dan penggunaan zakat, membuat administrasi 

penggunaan zakat. 
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Wakil Ketua III 

Wakil Ketua III Baznas, memiliki tugas dan wewenang yaitu: membuat laporan 

keuangan, serta bertanggung jawab terhadap pembuatan rencana strategis dalam 

melakukan pengelolaan zakat, membuat rencana dan anggaran tahunan untuk 

melakukan pengelolaan zakat, membuat rencana dan anggaran tahunan untuk 

melakukan pengelolaan zzakat dalam jangka waktu kurang lebih 5 tahun kedepan, 

menjalankan sistem akuntansi zakat, membuat laporan keuangan, serta akuntabilitas 

kinerja BAZNAS, membuat administrasi perencanaan pengelolaan zakat, dan 

pelaporan keuangan. 

Wakil Ketua IV 

Wakil Ketua IV Baznas, memiliki tugas dan wewenang yaitu: melaksanakan 

administrasi perkantoran, melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, serta 

pemberian rekomendasi. Wakil Ketua IV, juga memiliki wewenang untuk menyusun 

strategi pengelolaan amil zakat, menyusun strategi peningkatan sumber daya amil 

zakat, menjalankan pengendalian, dan pengawasan, terhadap amil zakat, membuat 

perencanaan strategi komunikasi amil zakat. 
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Wawancaa dengan H. Mustari S, S.H.i selaku ketua 

 

Wawancara dengan vivi arviani darwis, S.sos selaku wakil ketua I 
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Wawancara denga imran burhanuddin, S. Ag. Selaku wakil ketua II 

 

Wawancara dengan Dr. Wahidin Arraffany, S. Ag.,MA selaku wakil ketua III 
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Wawancara dengan Dr. Madalin, M.Ap. Selaku Wakil Ketua IV 

 

Wawancara dengan Misrani Parasai, S.pd.i. Selaku Musakki 
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Wawancara dengan Ismail, S.pd.i. Selaku Musakki,  

 

 

Wawancara dengan Sena selaku penerima zakat 
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Lampiran 8 Pendistribusian Zakat BAZNAS Sidrap 

 

Baznas Kabupaten Sidrap Mengupload Penyaluran 1 Milliar Lebih Pada Akun 

Instagram 
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Perhitungan Zakat Baznas Kabupaten Sidrap  



 
 

XXVII 

 

 

Daftar Penerima Bantuan Zis  
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Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sidrap bersinergitas dengan 

Baznas Kab. Barru salurkan bantuan logistik kepada para korban dampak banjir dan 

longsor di Desa tanatoro kecamatan pitu riase, senin, 27 Mei 2024. Bantuan diberikan 

berupa logistik makanan antara lain, minyak goreng, terigu, susu, mie instan, gula 

pasir dan kecap. Wakil Ketua III Dr. Wahidin Ar Raffany, S.Ag.,MA mengatakan 

bantuan yang kami salurkan merupakan sinergitas kerjasama baznas barru dalam 

membantu masyarakat yang terdampak banjir dan longsor. Semoga dengan bantuan 

ini dapat meringankan beban mereka dan memenuhi kebutuhan pokok pangan 

hariannya. Hujan yang terjadi terus menerus selama beberapa hari mengakibatkan 

kerusakan pemukiman dan infrastruktur. 3 rumah rusak berat, 1 rumah rusak sedang 

dan 7 jembatan terbawa arus sungai. 
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Tingkatkan solidaritas kemanusiaan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kab. Sidrap dalam hal ini wakil ketua III Dr. Wahidin Ar Raffany, S.Ag.,MA 

melakukan kunjungan sekaligus pendistribusian paket logistik di Desa tanatoro 

kecamatan pitu riase daerah terdampak korban bencana banjir dan longsor yang 

terjadi pada tanggal 3 mei 2024. Cuaca ekstrim yang disertai hujan yang terjadi terus 

menerus selama beberapa hari mengakibatkan beberapa kerusakan pemukiman dan 

infrastruktur. sehingga untuk menyebrang ke dusun lain masyarakat harus menerobos 

derasnya air sungai. Adapun bantuan logistik yang disalurkan merupakan bentuk 

sinergitas kerjasama dengan baznas barru. Bantuan yang disalurkan berupa logistik 

makanan antara lain, minyak goreng, terigu, susu, mie instan, gula pasir dan kecap. 

Selain melakukan pendistribusian Baznas sidrap juga melakukan kunjungan di 

Masjid sejarah batu dusun 2 langgara tungga yang merupakan masjid tertua yang ada 

di desa tana toro. Semoga dengan bantuan ini dapat meringankan beban mereka dan 

memenuhi kebutuhan pokok pangan hariannya. Senin, 27 Mei 2024. 
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Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sidrap menyalurkan bantuan kepada 

para korban banjir dan longsor yang terjadi pada hari jumat, 03 Mei 2024 waktu 

kejadian 03.00 wita. Curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang terjadi 

terus menerus menyebabkan banjir sekaligus longsor dan mengakibatkan bebrapa 

fasilitas rusak dan 384 jiwa mengungsi, 1 jiwa meninggal dunia a.n H.P Ali, luka-

luka a.n Halmin dan A.Ilmayani. Adapun 3 titik penyerahan bantuan yakni di Kantor 

Kecamatan Pitu Riawa, Kantor Kecamatan Dua Pitue dan Di Desa Belawae Kec. Pitu 

Riase. turut hadir menyaksikan penyerahan bantuan Camat Pitu Riawa, Camat Dua 

Pitue dan Camat Pitu Riase. Adapun penyaluran bantuan serta dukungan dari Baznas 

Provinsi Sulawesi Selatan dan Baznas Kepulauan Selayar masing-masing sebesar 5 

juta. Bantuan tersebut sangat diharapkan masyarakat untuk meringankan beban 

mereka. Jumlah kerusakan yang terjadi di pitu riase 4 unit rumah rusak berat, 12 unit 

rumah rusak sedang dan 2 jembatan gantung rusak, sedangkan di kecamatan pitu 

riawa 2 unit rumah rusak berat, 3 unit rumah rusak ringan dan jembatan penghubung 

dusun fujo rusak berat, sedangkan di kecamatan dua pitue 3 unit rumah rusak berat, 4 

unit rumah rusak sedang dan 8 unit rumah rusak ringan. 
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Pj. Sekda Sidrap Muh. Yusuf, SH,M.Kn menghadiri penyerahan Bantuan Rumah 

Tinggal Layak Huni (RTLH) Baznas Kab. Sidrap, Senin 27 Mei 2024 di Dusun I 

Lokabatue Desa Ajubissue Kecamatan Pitu Riawa. Penyerahan dihadiri Pimpinan 

Baznas Sidrap Kepala dinas sosial, Camat pitu riawa, kapolsek, Danramil, Kepala 

KUA, Kepala Desa Sumpang Mango, Kepala Desa Ajubissue, Kepala Puskesmas, 

Tokoh Masyarakat, BKMT Desa Ajubissue. Bantuan pembangunan rumah yang ke 

39 diberikan kepada Icabang Warga Dusun I Lokabatue Desa Ajubissue Kec. Pitu 

Riawa. Dalam kesempatan itu Pj. Sekda Muh. Yusuf, SH,M.Kn menekankan kepada 

masyarakat yang hadir bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang 

mampu. untuk itu ia mengimbau kepada seluruh warga untuk rajin mengeluarkan 

zakat, infaq dan sedekah hanya di kantor baznas sidrap karena sudah akuntan dan 

terbukti pendistribusiannya. 
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Baznas Sidrap Terima Zakat Profesi sekaligus Zakat Fitrah Muh. Yusuf,SH.M.Kn 

Sekda Kabupaten Sidenreng Rappang di Kantor Baznas Jl. H. Usman Balo No. 1 

Kelurahan Lakessi Kec. Maritengngae. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Mu. 

Yusuf,SH.M.Kn mengatakan berzakat merupakan kewajiban bagi setiap umat 

muslim. Zakat dipandang sebagai ibadah istimewa yang mempunyai dua dimensi 

dalam pelaksanaannya. Melalui berzakat, kita dapat mewujudkan rasa syukur dan 

terima kasih atas segala berkah yang dianugerahkan oleh Allah SWT dan dengan 

berzakat juga kita dapat memperkuat fondasi keimanan, menolong kaum dhuafa, serta 

mensucikan jiwa dari sifat kikir, hingga meningkatkan ketenangan batin," ujarnya. 

Saya berharap, program penyerahan zakat profesi ini dapat terus berkelanjutan 

sehingga zakat benar-benar dapat dirasakan manfaatnya dan menjadi pendongkrak 

ekonomi serta penopang kehidupan masyarakat. Saya juga mengajak seluruh 

pemimpin organisasi perangkat daerah (OPD) dan seluruh ASN di lingkungan 

Pemkab Sidrap agar senantiasa menyalurkan zakat hartanya di lembaga resmi Baznas 

Kabupaten Sidrap," tambahnya. Turut hadir membersamai Kabag Kesra 

Patriadi,SE,M.Adm.Pemb dan Pimpinan Baznas Sidrap. 
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Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidrap kembali memberikan 

perhatian kepada 2.042 tenaga non ASN se Kab. Sidrap. Baznas menyalurkan 

bantuan uang tunai kepada ribuan mustahik (orang yang berhak menerima zakat) 

yang merupakan tenaga non ASN di lingkup pemerintahan. Ketua Baznas H. Mustari 

S, S.Hi mengatakan bantuan tersebut diambilkan dari dana Zakat yang terkumpul dari 

setiap para ASN yang telah dipotong gajinya secara langsung melalui bank sesuai 

dengan peraturan bupati nomor 3 tahun 2022. Penyaluran bantuan tersebut diberikan 

kepada non ASN yang berada di Lingkup SKPD, Kemenag, RSUD Nene Mallomo, 

RSUD Arifin Numang, Kecamatan, Desa/Kelurahan, KUA, Puskesmas, UPTD 

Korwil, MTsN, MAN, MI, dan SMP. Semoga bantuan tersebut dapat membantu 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi para tenaga non ASN yang biasanya 

mendapatkan kompensasi berbeda dibanding PNS. Hal ini menurutnya dapat 

membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kegiatan tersebut dihadiri 

Pj. Sekda Sidrap Muh. Yusuf, SH,M.Kn, Kepala Bag. Kesra, Pimpinan Baznas 

Sidrap, Direktur RSUD, Kepala KUA, Camat dan Ketua UPZ. Baznas Sidrap 

berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam berbagai program sosial yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 
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Lampiran 9 Tentang BAZNAS Sidrap 

 

Baznas Sidrap Terima Hasil Audit Syariah Inspektorat Jenderal Kemenag RI Dengan 

Predikat “BAIK”. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Sidrap mendapat 

predikat BAIK atas audit syariah yang dilakukan oleh Kementerian Agama 

(Kemenag) RI selama 5 hari terhitung tanggal 10 s.d 14 Juli 2023. Sebagai informasi 

audit syariah tersebut bertujuan untuk menjaga agar pengelolaan Zakat Infak Sedekah 

dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS DSKL) berjalan sesuai kepatuhan syariah 

dan mencegah penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. 

Kami meraih nilai kepatuhan syariah baik dengan skor 75,72 dan cukup transparansi 

dengan skor 62,75. Dengan skor tersebut Baznas Kab. Sidrap menjadi peraih nilai 

baik.". Pihaknya pun sangat bersyukur atas torehan tersebut, meski audit tersebut baru 

dilakukan pertama kalinya untuk Baznas Kab. Sidrap, namun Baznas Kab. Sidrap 

bisa meraih nilai kepatuhan syariah dengan predikat BAIK. Kami sangat bersyukur 

hasil audit terhadap pengelolaan ZIS DSKL yang dilakukan oleh Kemenag RI telah 

memenuhi unsur kepatuhan syariah," terangnya.  
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Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidrap kembali meraih opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 

2023. Penyerahan hasil audit diberikan langsung oleh Fatahillah di Kantor Baznas 

Sidrap Jl. H. Usman Balo No. 1 Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae. Rabu, 

(04/04/24). Berdasarkan hasil audit terhadap laporan keuangan Baznas Sidrap tahun 

buku 2023, kami sampaikan bahwa opininya wajar tanpa pengecualian. Semua 

laporan keuangan tersaji secara wajar tanpa ada bukti material yang kami temukan. 

ujar fatahillah usai menyerahkan dokumen laporan audit. Fatahillah juga mengatakan 

bahwa proses untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian tidaklah mudah, karena 

memerlukan waktu 30 hari untuk melakukan audit dan uji petik terhadap sejumlah 

sampling penditribusian dan pendayagunaan dan dana sosial keagamaan lainnya yang 

dikelola Baznas Sidrap. Hasil audit hari ini kami sampaikan merupakan suatu proses 

audit yang sudah sesuai standar di indonesia maupun internasional. Ketua Baznas H. 

Mustari S,S.Hi yang hadir pada kesempatan penyerahan hasil audit tersebut 

menyampaikan kegembiraanya atas opini Kantor Akuntan Publik tersebut. dia 

menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Fatahillah yang telah bekerja 
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dengan baik dalam memeriksa laporan keuangan Baznas Sidrap untuk tahun buku per 

31 Desember 2023. 
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